
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

bahwa untuk meiaksanakan koieniuan Pasal 9 ayai (3), Pasal 10 ayat (3),

Pasal 12 ayal (3). Pasal 13 ayat (5). Pasal 19 Ayat (6), Pasal 20 Ayal (3),

Pasal 21 ayat (7), dan Pasal 23 ayal (3) Peraluran Daerah Kabupaten

Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan, perlu diletapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Memmbang

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1997, Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3686)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembenlukan Kabupaten

Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumaleta Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan

Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4346):
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

Menglogat

/diubah
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diubah beberapakali, torakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Taluin
2006 lenlang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun
2004 lenlang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 4844):

7 . Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 lenlang Perimbangan Keuangan
Aniara Pemerinlah Pusal dan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lenlang Pejak Daerah dan Relribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201) lenlang Pembenlukan Peraluran
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraluran Pemerinlah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petaksanaan Kilab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana lelah diubah dengan Peraluran
Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 5145),

11. Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lenlang Pengelolaan
Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraluran Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 lenlang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593),

13. Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembaglan Urusan
Pemerinlahan aniara Pemerinlah, Pemerinlahan Daerah Provlnsl dan
Pemerinlahan Daerah Kabupaien/Kola (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14 Peraluran Pemerinlah Nomor 69 Tahun 2010 lenlang Tata Cara Pemberian
dan Pemanlaaian Inseniil Pemunguian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

15, Peraluran Pemerinlah Nomor 9I Tahun 2010 lenlang Jenis Pajak Oaerah
Yang Dipungut Berdasarkan Penelapan Kepata Oaerah alau Dibayar
Sendir) Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

16. Peraluran Daerah Kabupalen Samoslr Nomor 3 Tahun 2013 lenlang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan (Lembaran Daerah
Kabupalen Samoslr Tahun 2013 Nomor 20 Seri B Nomor 32)

MEMUTUSKAN /
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupalen Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemennlahan oleh

Pemerintah Oaerah dan Oewan Perwakilan Rakyal Daerah menurut asas
olonomi dan Tugas Pembanluan dengan prinslp olonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinslp Negara Kesaluan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupatl dan perangkat daerah sebagal unsur
penyelenggara Pemerinlahan Daerah.

4. Dewan Penvakilan Rakyat Daerah. yang selanjutnya dislngkat DPRD,
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir .

5. Bupali adalah Bupali Samosir.
6. Peraturan Bupali adalah Peraturan Bupatl Samosir.
7 Pajak Daerah adalah koniribusl Wa|ib kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang berslfat memaksa berdasarkan Undang-
Undang. dengan lidak mendapalkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Oaerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

S. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Parkotaan, yang selanjutnya
disebut Pajak adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dlmllikl,
dikuasai. dan/ atau dimanlaalkan oleh orang pribadi atau Badan untuk
Seklor Perdesaan dan Perkolaan kawasan yang digunakan untuk kegialan
tempat tlnggal dan usaha, kecuall kawasan yang digunakan untuk keglatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan periambangan.

9. Bumi adalah permukaan bumi yang melipull tanah dan perairan pedaiaman
serta laui wilayah kabupalen/ kola.

10 Bangunan adalah konstruksl teknlk yang dllanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/ atau perairan pedaiaman dan/ atau laut.

H. Sektor Perdesaan adalah daerah yang memlliki ciri-dri pedesaan sepertl
sawah. ladang, empang tradlslonal

12 Sektor Perkotaan adalah Desa/Kelurahan pada Ibukola Kecamatan dan
daerah memiliki clri-dri perkotaan seperti real estate, komplek perlokoan.
industri/jasa

13 Objek Pajak 8umi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi
dan/atau Bangunan yang dlmiliki. dikuasai dan/atau dimanlaalkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk keglatan
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

14. Subjek . /
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M Subjek Pajak Buml dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan adalah orang
pnbadi alau badan yang dapat dikenakan Pajak.

15. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Peidesaan dan Perkolaan adalah orang
pribadi atau Badan. meliputi pembayat Pajak. pemolong Pajak. dan
pemungut Pajak. yang mempunyai hak dan Kewajiban Perpajakan sesuai
dengan kelenluan peraiuran perundang-undangan Perpajakan Daerah.

16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi alau badan yang bertanggung
jawab alas pembayaran Pajak. termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurul Kelenluan Peraiuran
Perundang-Undangan Perpajakan.

17. Utang Pajak adalah Pajak yang maslh harus dibayar (ermasuk sanksi
admintslrasi berupa bunga, denda alau kenaikan yang lercanium dalani
sural kelelapan Pajak alau sural sejenisnya berdasarkan kelenluan
peraiuran perundang-undangan Perpajakan

18. Badan adalah sekumpulan orang danfalau modal yang meaipakan
kesaluan, balk yang melakukan usaha maupun yang lidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan lerbaias, perseroan komandilar, perseroan lainya.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), alau Badan Usaha Milik Ooerah
(BUWD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firms, kongsi. koperasl.
dana pension, persekuluan. perkumpulan, yayasan. organlsasi massa,
organlsasi sosial polilik. alau organlsasi lainnya, lembaga dan bcnluk badan
lainya termasuk konlrak inveslasi kolektil.

19. Jurusila Pajak adalah pelaksana lindakan penagihan Pajak yang meliputi
penaglhan sekellka dan sekaligus. pemberilahuan Surat Paksa. penyilaan
dan penyanderaan.

20. Tahun Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (salu) lahun kalender
kecuall bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang lidak sama dengan
lahun kalender

21. Pajak yang terulang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saal.
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, alau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan Kelenluan Peraiuran Pcrundang-Undangan Perpajakan
Daerah.

22 Sural Pemberilahuan Objek Pajak yang selanjuinya disingkal SPOP. adalah
sural yang dlgunakan cleh Wajib Pajak unluk melaporkan data Subjek dan
Objek Pajak sesuai dengan Kelenluan Peraiuran Perundang-Undangau.

23. Lampiran Sural Pemberilahuan Objek Pajak, yang selanjuinya disingkal
LSPOP adalah Lampiran sural yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data Subjek dan Objek Pajak sesuai dengan Kelenluan
Peraiuran Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan lampiran lidak
terpisahkan dad bagian SPOP.

2‘i. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjuinya disingkal NPWPD
adalah edolgh nomor yang dlberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
dalam adminlslrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
itiri alau idenlltas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
Perpajakannya.

25. Nomor Objek Pajak. yang selanjuinya disingkal NOP adalah Idenllias Objek
Pajak dalam adminislrasl Perpajakan dan berfungsi sebagai sarana bagi
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

26. Nllal Jual Objek Pajak. yang selanjuinya disingkal NJOP. adalah liarga rata-
rala yang diperoleh dari transaksi jual beli yang lerjadi secara wajar, dan

bllamana I
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bilamana lidak terdapat transaksl jual beli, NJOP dilenlukan melalui
perbandlngan harga dengan Objek lain yang sejenls, atau nilai perolehan
baru. atau NJOP pengganti.

27. Mutasi Objek/Subjek Pajak adalah pendaftaran ulang Objek Pajak
dikarenakan adanya perubahan yang dis-ebabkan oleh perubahan luas balk
lanah maupun bangunan, perubahan spesiflkasi lanah maupun bangunan.

28. Sural Pemberllahuan Paiak Terulang yang selanjutnya disebut SPPT
adalah Sural yang digunakan unluk memberilahukan besarnya Pajak 8umi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang lerutang kepada Wajib
Pajak.

29. Daflar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran. yang selanjulnya dislngkal
OHKP adalah Buku Himpunan yang membual dala lokasl obyek Pajak,
alamal subyek Pajak, besar Pajak Terulang dan pembayaran Pajak setiap
Desa/Kelurahan.

30. Sural Tanda Terima Setoran, yang selanjulnya disingkal STTS adalah bukii
pelunasan Pajak Buml dan Bangunan

31. Surat Keletapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkal SKPD. adalah
Sural Keletapan Pajak yang menenlukan besarnya jumlah pokok Pajak
yang lerutang:

32. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkal SSPD. adalah bukii
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan care lain ke Kas Daerah
melalui lempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupali.

33. Sural Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar. yang selanjulnya disingkal
SKPDKB, adalah sural ketetapan Pajak yang menenlukan besarnya jumlah
pokok Pajak, Jumlah kredil Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
Pajak, besarnya sanksi adminlslralif, dan jumlah Pajak yang masih harus
dibayar.

34. Sural Keletapan Pajak Daerah Lebih Bayar. yang selanjulnya disingkal
SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menenlukan jumlah kelebihan
pembayaran Pajak karena jumlah kredil Pajak lebih besar daripada Pajak
yang terulang aleu seharusnya lidak lerutang.

35. Sural Taglhan Pajak Daerah, yang selanjulnya disingkal STPD adalah sural
unluk melakukan taglhan Pajak danlalau sanksi administrat'd berupa bunga
dan/atau denda.

36. Surat Kepulusan Pembelulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tubs, kesalahan hliung danjatau kekeliruan daiam pener3pan
kelenluan tertenlu daiam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Daerah yang terdap3t daiam Sural Pemberllahuan Pajak Terulang, Sural
Keletapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keletapan Pajak Daerah
Nihil. Sural Keteiapan Pajak Daerah Lebih Bayar. Sural Tagihan Pajak
Daerah. Surat Keputusan Pembelulan, atau Sural Keputusan Keberalan.

37 Sural Keputusan Keberalan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Sural Pembertlahuan Pajak Terulang, Surat Keteiapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Sural Ketetapan

Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungulan

oleh pihak keliga yang diajukan oleh Wajib P8B-P2
38. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

J39. Pulusan
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39. Pulusan Banding adalah pulusan badan peradilan Pajak alas banding
terhadap Sural Kepulusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

40.Pemungutari adalah sualu rangkaian kegialan mulai dari penghimpunan
data Objek dan Subjek Pajak. penenluan besamya Pajak yang lerutang
sampai kegialan penagihan Paj3k kepada Wa|ib P3jak serta pengawasan
penyelorannya.

41. Sislem Manajemen Inforrnasi Objek Pa|ak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkolaan alau disingkal SISMIOP adalah srslem yang terintegrasi
unluk mengolah informasifdala Objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan
banluan komputer. sejak dari pengumpulan dala (melalui pendaftaran,
pendalaan dan penllaian), pemberian Identitas Objek Pajak (Nomor Objek
Pajak). perekaman data, pemetiharaan basis data, pencetakan hasil
keluaran (anlara lain berupa Sural Pemberitahuan Pajak TerUlany Pajak
Bunn dan Bangunan Perkolaan, Sural Setoran Pajak Daerah Pajak Bunn
dan Bangunan Perkolaan dan Oaltar Himpunan Keletapan Pajak ).
pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan Pajak, sampai
dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui pclayanan satu lempat.

42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegialan menghlmpun dan mengolah
dala, kelerangan. dan/atau buktl yang dilaksanakan secara Objeklil dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan unluk mengujl
kepaluhan pemenuhan kewajlban Perpajakan Daerah dan/alau lujuan lain
dalam rangka melaksanakan Kelenluan Peraluran Perundang-Undangan
Perpajakan Daerah.

43.Penyidikan lindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dllakukan oleh Penyidik unluk mencarl serla mengumpulkan
bukli yang dongan bukli llu membual lerang lindak pidana di bidang
Perpajakan Daerah yang lerjadl serta menemukan lersangkanya.

44. Kas Daerah adalah Kas Daerah K3bupalen Samosir.

BAB II
KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN OAN PERKOTAAN

Pasal 2
Bupatl berwenang melakukan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
Unluk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1).
Bupati menunjuk Kepala Dinas Pendapalan. Keuangan dan Asset Daerah
unluk melakukan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkolaan.
Kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkolaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1),melipuli :
a Pelaksanaan pendaftaran, pendalaan, dan penllaian Objek Pajak;
b. Penerbltan SPPT;
c. Pelaksanaan mulasl sebaglan/seluruh Objek dan Subjek Pajak.
d. Penerbltan satlnan SPPT:
e. Pelaksanaan penerimaan pembayaran Pajak,
f. Pelaksanaan celak massal SPPT.STTS dan DHKP;

g. Penerbiian sural kelerangan NJOP:
h. Penenluan kemball tanggal jaluh tempo;

0 )

(2)

(3)

i. Pemberian. I
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i. Pemberian kepulusan alas permohonan angsuran alau penundaan

pembayaran Pa;ak.
|. Pelaksanaan penagihan Pajak;

k. Penerbitan kepulusan atas keberalan Wajib Pajak dengan nilai

tertentu;
L. Pelaksanaan pembetulan. pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan alau pengurangan sanksi admlnlslralif;

m. Pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan

n. Penyelesaian keberalan Wajib Pajak dalam hal Pajak Terutang paling

banyak Rp. 500.000.000.- (lima ralus jula rupiah)

BAB HI

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN
Bagian Kesaiu

Pendallaran

Pesal 3

(1) Pendaftaran Objek Pajak Wajib dilakukan oleb Subjek Pajak dengan cara
menglsi SPOP beserta lampirannya (L SPOP).

(2) SPOP dan L-SPOP harus diambil send/ri oleh Subjek Pajak atau

kuasanya di Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah atau

lempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan

Asset Daerah.

(3) SPOP dan l-SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap seria

ditandaiangani dan disampalkan kepada Kepala Dinas Pendapalan,

Keuangan dan Asset Daerah selambaHambatnya 30 (tlga puluh) hari

setelah tanggal dilerimanya SPOP beserla L-SPOP oleh Subjek Pajak

atau Kuasanya.
(4) Penyampaian SPOP dan L-SPOP untuk Subjek Pajak Perseorangan

sebagaimana dlmaksud pada ayal (3). melampirkan persyaralan sebagai

berikul :
a, Fotokopl Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b, Fotokopl Kartu Keluarga (KK);

c, Fotokopl bukti kepemllikan/penguasaon/pemanfaatan lanah

(sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis)

d Fotokopl Izin Mendlrikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang lelah

merniliki IM8.

(5) Penyampaian SPOP dan L-SPOP unluk Subjek Pajak Badan

sebagaimana dlmaksud pada ayat (3), melampirkan persyaralan sebagai

berikut :
a. Fotokopl idenlilas diri darl Subjek Pajak yang menandatangani SPOP

alau surat kuasa dari kuasa apablla penanda langan SPOP

dikuasakan:
b Fotokopl Akta Pendirlan Perusahaan dan perubahannya;

c. Fotokopi sertifikal tanah d3n/atau bangunan badan usaha;

d. Dalam hal Wajib Pajak badan menguasai, memanlaatkan dengan

memperluas alau menambah Objek Pajak berupa tanah dan/atau

bangunan, maka harus melampirkan bukti penguasaan alau

pemanfaatan Objek Pajak dimaksud;

e. Fotokopi /
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L
e. Fotokopi IMB dan apabila Subjek Pajak maslh dalam proses

pengurusan maka dilarnpirkan landa terlma permohonan IMB dari
Instansi lerkail

(6) Benluk, isl dan lata cara pengisian SPOP dan L-SPOP sebagaimana
tercanlum dalam Lampiron I, yang merupakan bagion yang lidak
lerpisahkan dari Peraluran Bupati Ini.

Bagian Kedua
Pendalaan

Pasal 4
( 1) Pendalaan Objek dan Subjek Pajak dilakukan dalam rangka Oplimallsasl

Penerimaan Pajak.

(2) Pendalaan Objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilakukan oleh Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerab dengan
menuangkannya dalam lormulrr SPOP dan L- SPOP

(3) Pendalaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dengan cara :
a. Penyampaian dan pemanlauan pengembalian SPOP dan L-SPOP;

b. Ideniifikasi Objek Pajak;
c Veriftkasr data Objek Pajak; dan
d. Pengukuran bidang Objek Pajak.

(4) Pendalaan melalui idenlinkasl dilakukan pada Objek Pajak yang belum
lerdata

(5) Pendalaan meialui verifikasl dilakukan pada Objek Pajak yang sudah
terdala untuk rnenguji kebenaran data Objek dan/alau Subjek Pajak yang
lercantum pada Daflar Nominalif dengan kondisi sebenarnya.

Pasal 5
(1) Hasil pendalaan terhadap Objek Pajak dibenkan Nomor Objek Pajak

(NOP).
(2) Struktur NOP lerdlri dad 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai

berikut :
a. Digit ke- 1 dan ke-2 menjpakan Kode Provinsl,

b. Digil ke-3 dan ke-4 menjpakan Kode Kabupalen/Kcla;
c Digit ke-5 samp3i dengan digit ke-7 merupakan Kode Kecamatan;
d. Digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan Kode

Desa/Kelurahan;
e. Digit ke-1t sampai dengan digit ke-13 merupakan Kode Nomor Urut

Blok;
f. Digil ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan Kode Nomor Urut

Objek Pajak;
g. Digit ke-18 merupakan Kode Tanda Khusus.

(3) Untuk pemberian Nomor Kode Provinsi. Kode Kabupalen/Kola. Kode
Kecamatan dan Kode DesaiKoluraiian mengacu pada Kode Wilayah
Adrninistrasl Pemerintahan.

(4) Pemberian kode nomor urul blok dilakukan secara berurutan mulai dari
kode 001 dan diberikan secara spiral dimulal dari kiri alas ke arah kanan
kemudlan kembali ke kiri dan selerusnya dengan kelenluan sebagai
berikut ;
a. Batas blok merupakan bates slam alau buatan manusia yang lidak

berubah dalam kurun waktu yang lama seperti jal3n, sungai, saluran
irigasi. saluran buangan air hujan (drainage) dan kanal;

b. Batas .. ./
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b. Baias blok tidak melampaui batas wilayah admmislrasl
Desa/Kelurahan;

c. Batas wilayah RT/RW lidak perlu diperhatlkan dalam penentuan baias
blok;

d. Salu blok dirancang unluk dapat menampung 200 bidang Objek Pajak
aiau dengan luasan sekilar 15 heklar unluk Sektor Perdesaan dan 10
heklar unluk Seklor Perkolaan;

e. Ap3blla kondisi setempal tidak memungkinkan untuk menerapkan
pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf d. dalam hat jumlah
Objek Pajak dan luas lanah. maka di bawah aiau di alas angka
lersebut letap diporbolehkan;

I. Batas blok tidak boleh diubah kecuali dalam hal yang luaf blasa,
misalnya perubahan Wilayah Adminisirasi Pemerintaiian termssuk
perubahan penggunaan lanah.

(5) Pemberian kode nomor urul Objek Pajak dilakukan secara berurulan mulai
dan kode 0001 sesuai dengan jumlah Objek Pajak dalam salu blok dan
dibenkan secara spiral dlmulai dan kiri alas ke arah kanan kemudian
kembali ke kiri dan selerusnya

(6) Kode tanda khusus yang digunakan unluk membedakan Objek Pajak
dlberikan dengan keteniuan sebagal berlkut :
a. angka 7, merupakan kode tanda khusus Objek Pajak yang terletak dl

Desa/Kelurahan yang belum dliakukan pembenlukan basis data
SISMIOP:

b. angka 8. merupakan kode tanda khusus Objek Pajak bersama yang
terletak dl Desa/Kelurahan yang belum dilakukan pembenlukan basis
data SISMIOP;

c. angka 9, merupakan kode landa khusus Objek Pajak bersama yang
terletak dl Desa/Kelurahan yang sudah dilakukan pembenlukan basis
data SISMIOP;

d angka 0. merupakan kode landa khusus Objek Pajak yang terletak dl
Desa/Kelurahan yang sudah dilakukan pembenlukan basis data
SISMIOP

(7) Pemberian NOP atas terjadinya mutasi Subjek Pajak dialur dengan
keteniuan sebagai berikul :
a . NOP unluk Objek Pajak apablla terjadi mulasl seluruh Objek Pajak

kepada salu Subjek Pajak adalah telap atau lidak berubah;
b Pemberian NOP apabila terjadi mulasi seluruh Objek Pajak kepada

beberapa Subjek Pajak adalah :
1) NOP asal diberikan unluk salu Subjek Pajak;
2) NOP unluk bidang Objek Pajak yang dlmulasikan kepada Subjek

Pajak lainnya diberikan NOP baru dengan menggunakan kode
nomor urut Objek Pajak setelah kode nomor urul Objek Pajak
lerakhlr dalam blok leiak Objek Pajak

c. Pemberian NOP apabila terjadi mutasi sebagian Objek Pajak kepada
satu atau beberapa Subjek Pajak adalah :
1) Bagian bidang Objek Pajak yang lidak dimulaslkan menggunakan

NOP asal;
2) 8idang Objek Pajak yang dlmulasikan dibenkan NOP dengan kode

nomor urul Objek Pajak setelah kode nomor urul Objek Pajak
lerokhir dalam blok letak Objek Pajak;

3) Dalam /
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3) Datarn hal salu bidang Objek Pajak yang dimulasikan kepada
Subjek Pajak lainnya (mlsalnya Subjek Pajak A), berbatasan
dengan bidang Objek Pajak lainnya yang lelah memillki NOP alas
nama Subjek Pajak yang sama (Subjek Pajak A) dan dijadikan
salu. NOP alas Objek Pajak tersebul mengikuli NOP bidang Objek
Pajak alas nama Subjek Pajak A;

** ) Dalam hal salu bidang Objek Pajak yang dimulasikan kepada
Subjek Pajak lainnya (misalnya Subjek Pajak A), berbalasan
dengan bidang Objek Pajak lainnya yang lelah memiliki NOP alas
nama Subjek Pajak yang sama (Subjek Pajak A) dan tidek
digabung, diberikan NOP mengikuli kelentuan pada nomor 2

(8) Penghapusan NOP dapal dil3kukan apabila Objek Pajak mengalarni hal-hal sebagai berikul :
a. Faklor alam. anlara lain, erosl, luapan lunrpur.
b Penggabungan dua alau leblb Objek Pajak yang lerlelak berbalasan

dengan Subjek Pajak yang sama ;
c. Kesalaban pemberian NOP pada Ob|ek Pajak, sehingga

menyebabkgn salu Objek Pajak diberikan dua NOP (double NOP).
(9) Pemberian NOP apabila lerjadi pemekaran Provinsl, Kecamatan dan

Desa/Kelurahan dilakukan dengan kelentuan sebagai berikul :
a. Kode unluk Provlnsi. Kecamatan dan Desa/Kelurahan asal adalah

tetap memakai kode yang lama;
b. Kode unluk Provinsl. Kecamatan dan Desa/Kelurahan baru hasil

pemekaran adalah meneruskan kode Provlnsi, Kecamalan dan
Desa/Kelurahan lerakhir dad kode Provlnsi, Kecamalan dan
Desa/Kelurahan masing-masing.

(10) Pemberian NOP apabila lerjadi penggabungan Provinsl. Kecamalan dan
Desa/Kelurahan dilakukan dengan kelentuan sebagai berikul :
a. Provinsl, Kecamalan dan Desa/Kelurahan hasit penggabungan

menggunakan nama dan salah salu Provinsi, Kecamalan dan
Desa/Kelurahan yang digabung, maka kode Provlnsi. Kecamalan dan
Desa/Kelurahan hasil penggabungan menggunakan kode Provinsi.
Kecamalan dan Desa/Kelurahan asal yang namanya masih dipakai.

b. Provinsl, Kecamalan dan Desa/Kelurahan hasit penggabungan lidak
menggunakan nama dan salah salu Provinsi. Kecamalan dan
Desa/Kelurahan yang digabung. maka kode wllayah Provinsi.
Kecamalan dan Desa/Kelurohan mengikuli kelenluan pada ayal (9)
poln b

(11) Pemberian NOP alas Penambahan blok baru yang berasal dan wllayah
Desa/Kelurahan lain diberikan kode blok selelah kode blok lerakhir dalam
wllayah Desa/Kelurahan yang bersangkulan.

Bagian Keliga
Penilaian

Pasol 6
( 1 ) Penilaian merupakan kegiaian dalam rangka menelapkan NJOP
(2) Kegiaian penilaian dapal dilaksanakan melalui .

a. Penilaian massal. dimana nilai jual Objek buml dihitung berdasarkan
nilai Indikasi ralaraia yang Icrdapal pada setiap zona nilai lanah
(ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihllung berdasarkan Datlar Biaya
Komponen Bangunan (DBK8); dan

b Penilaian.. .. /
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b. Penllalan Individual dilerapkan pada bangunan Objek Pajak umum
yang bemllai linggi atau Objek Pajak khusus.

(3) Kegiatan Penllaian massal sebagaimana dimaksud pada ayal (2) hurul a
dapat dilakukan dengan dua pendekatan penllalan, melipuli :
a. Penllalan massal (anah dengan Nilai Indikasi Rala-rala (N1R) Tanah,

dan
b. Penllaian massal bangunan dengan menyusun 0BK6 Objek Pajak

slandar
(4) Kegialan penllalan Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul

b dapat dilakukan dengan liga pendekalan penilaian melipuli :
a. Pendekalan data pasar yailu pendekalan yang dilakukan dengan cara

membandingkan Objek Pajak yang akan dlnilai dengan Objek Pajak
lain yang sejenls yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan
beberapa penyesuaian,

b. Pendekatan biaya yailu pendekalan yang dilakukan uniuk penllaian
bangunan dengan cara memperhitungkan biaya -biaya yang
dikeluarkan uniuk membangun banj dikurangl dengan penyusulan;

c. Pendekatan kapitalisasi pendapatan yaitu pendekalan yang dilakukan
pada ob|ek-objek yang menghasilkan (komersil) dengan cara
menghllung atau memproyekslkan seluruh pendapatan atau sewa
dalam satu tahun terhadap Objek Pajak dikurangl dengan
kekosongan, biaya operaslonal, dan hak pengusaha

(5) Penllaian Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan
terhadap Objek Pajak slandar yaitu Objek Pajak dengan kriteria sebagai
berikut :
a . Luas tanah 10.000 m2 (lebih kecil atau sama dengan sepuluh ribu

meter persegl);
b. Jumlah lantai bangunan <1 (lebih kecil atau sama dengan empat

lantai);
c. Lues bangunan 1.000 m! (lebih kecil atau sama dengan dengan

senbu meter persegi).
(6) Penllalan Individual sebagaimana dimaksud ayal (2) huruf b dilakukan

terhadap Objek Pajak Non Standard dan Objek Pajak Khusus.
(7) Kriteria Objek Pajak Non Slandar sebagaimana dimaksud pada ayal (6)

adalah sebagai berikut :
a. Luas tanah > 10.000 m1(lebih dari sepuluh ribu meter persegi);
b. Jumlah lantai bangunan > 4 (lebih dari empat lantai);
c. Luas bangunan > 1.000 m2 (lebih dari seribu meter persegi)

(9) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 7) melipuli :
a Jalan tol;
b Bandar udara dan pelabuhan laut.
c. Galangan kapal dan dermaga;
d. Stasiun kereta apt;
e. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
f. Tempat penampungan/kllang mlnyak, air dan gas. pipa minyak;
g. Menara Base Transceiver Station (BTS);
h. Taman rekreasl;
I. Lapangan golf.

(9) Penilaian berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayal (4),
dapat dilakukan melalul proses yang menggunakan banluart komputer

(computer assisted valuation) atau dislngkat CAV dengan kriteria yang
telah dltentukan dalam SISMIOP.

Pasal 7 /
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Pas3l 7
Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah dapat melakukan Kegialan
yang berkaitan dengan Kebljakan Pengembangan dan Penyempumaan
SISMIOP

Pasal 8
Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara
a. Pasif, yaitu Kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh pelug3s

Dinas Pendapalan. Keuangan dan Assn' daerah berdasarkan laporan yang
dilerima dari Wajib Paiak dan/atau Pejabal/lnstansi terkait petaksanaannya.

b. Aklil. yaitu Kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah dengan mencocokkan dan
menyasuaikan data Objek Pajak dan Subjek Pajak yang ada dengan
keadaan sebenamya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan
NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang ierjadi di lapangan. pelaksanaannya
sesuai dengan prosedur pembenlukan basis dala.

Pasal 9
Sellap Pelugas atau Tenaga Ahll alau Inslansi yang dileiapkan oleh Dinas
Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah urtuk melaksanakan Kegiatan
Pendaflaran, Pendataan dan Renilalan Objek Pajak dan Subjek Pajak dalarn
rangka pembenlukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib
merahasiakan segala sesoalu yang diketahuinya atau diberilahukan oleh Wajib
Pajak sesuai Ketenluan Peraluran Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Pasal 10
Dalarn melakukan Keglalan Pendaflaran, Pendalaan dan Pcnilaian Objek
Pajak dan Subjek Pajak dalarn rangka pembenlukan dan/aiau
pemeliharaan basis dala SISMIOP, Dinas Pendapalan. Keuangan dan
Assel Daerah dapal bekerjasama dengan Kanlor Pertanahan dan/atau
Inslansi lain yang terkail
Pendalaan dan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak dalarn rangka
pembenlukan dan/alau pemeliharaan basis dala SISMIOP dapal dilakukan
oleh Pihak Keliga yang rnemer.uhi persyaralan leknls yang dilenlukan.

(D

(2)

BAS IV
PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 11
Pelugas Pemungul Pajak adalah Pejabat dan Pengawai Saluan Kerja
Perangkal Daerah yang lugas pokok dan tungsinya melaksanakan pemungutan
Pajak sesuai dengan tanggung jawab maslng-maslng.

BAB V
TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN

SPPT DAN SKPD

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPPT

Pasal 12 /
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Pasal 12
Berdasafkan SPOP dan LSPOP. Oinas Pendapalan, Keuangan dan Asset
Daerah menerbllkan SPPT yang merupakan ketelapan Pajak Terutang yang
harus dlbayar dalam 1(satu) lahun Pajak .

Pasal 13
(1) Formulir SPPT berisi informasi sebagal berikut :

a. Halaman depan :
1. Pemennlah Kabupaten Samoslr dan Dinas Pendapalan, Keuangan

dan Assei Oaerah;
2. Informasi berupa tulisan 'SPPT PBB hanya unluk kepenlingan

Pajak bukan merupakan Bukli Kepemilikan".
3. Kode Akun:
4. Tahun Pajak dan Jenls Seklor Pajak,
5. Nomor Objek Pajak (NOP):
6. Lelak Objek Pajak:
7. Nama dan Alamal Wajlb Pajak;

8. Nomor Pokok Wajlb Pajak:
9. Objek Pajak;
10. Luas Buml dan/alau Bangunan;
11. Ketas Buml dan/alau Bangunan;
12. Nilal Jual Objek Pajak (NJOP);
13 Tolal NJOP Bumi dan/alau Bangunan,

14. NJOP sebagal dasar pengenaan PBB;
15. Nilal Jual Objek Pajak Tldak Kena Pajak (NJOPTKP);
16. NJOP unluk penghitungan PBB;
17 P8B yang tewtang;
18. PBB yang harus dibayar:
19. Tanggal Jaluh Tempo; dan
20. Tempal Pambayaran;

21. Tanggal diterima:
22. Noma dan Tanda Tangan penerima.

b Halaman belakang :
1. Nama pelugas penyampal SPPT;
2. Tanggal penyampaian:
3. Tanda tangan pelugas; dan
4 Informasi lainnya.

(2) Formulir DHKP berisi inlormasl sebagal berlkut
a. Nama Wajib Pajak;
b. Letak Objek Pajak;
c. Nomor Objek Pajak; dan
d. Pembayaran Pajak Terhutang per Desa/Kelurahan.

(3) SPPT dan DHKP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan (2)
menggunakan formulir kertas;

(4) Formulir dan Speslfikasl Teknls SPPT dan DHKP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercanlum dalam Lamplran II. yang merupakan bagian yang
tldak lerpisehkan dan Peraturan Bupatl ini.

Pasal 14
(1) SPPT diterbllkan melalui :

a. Pencelakan massal; alau
b. Pencelakan dalam rangka :

l. Pembuaian /
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1. Pembuatan salinan 5PPT ;

2. Peaerbilaa SPPT sebagai lindak lanjut sualu Kepulusan, yailu

Kepulusan Keberaian alau Keputusan Pembetulan.
3. Tindak lanjut dari pendaflaian Objek Pajak baru; clan

4. Mutasi Objek dan/atan Subjek Pajak.
(2) SPPT diterbilkan unluk seliap Objek Pajak yang NJOPnya lebih besar dari

NJOPTKP, kecuali lasilllas urnum
(3) Penandatanganan SPPT dapal dllakukan Uengan ,

a. Cetakan Tanda Tangan unluk Buku Keletapan I. II dan III:
b. Tanda Tangan Basah unluk Buku Kelelapan IV dan V;

(4) Penggolongan Buku Kelelapan I. II, III, IV dan V sebagaimana dimaksud
pada ayal (3) poin a dan b adalali sebagai berikut :
a. Buku KelelapanI adalah Keletapan dengan Nilai Rp, 100.000.-.
b Buku Keletapan II adalah Kelelapan dengan di3tas dari Rp. 100.001,-

sampal dengan Rp. 500.000.- ,

C. Buku Kelelapan 111 adalah Kelelapan dengan Nilai diatas daci Rp.

500.001,- sampal dengan Rp. 2 000.000,
d. Buku Kelelapan IV adalali Kelelapan dengan Nilai diatas Rp.

2.000.001 sampal dengan Rp. 5.000.000,-
e Buku Keletapan V adalah Kelelapan dengan Nilai dialas

5.000.000,-.
Rp.

Pasal 1S

( 1} Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah menyampalkan SPPT

dan DHKP Buku Kelelapan I. II dan III kepada Carnal ckserlai Berila Acara

Penerimaan SPPT dan DHKP.
(2) Paling lambat 7 (lujuh) hari setelah SPPT dan DHKP Buku Kelelapan I, II

dan III dilerima, selanjulnya SPPT dan DHKP dimaksud disampaikan

kepada Kepala Desa/Lurah diserlal Berlta Acara Penerimaan SPPT dan

DHKP.
(3) Paling lambal 14 ban selelah SPPT dan DHKP Buku Kelelapan I. II dan III

dilerima Kepala Desa/lurah, SPPT dimaksud sudah harus dilerima Wajib

Pajak
(4) Unluk SPPT Buku Kelelapan IV dan V disampaikan langsung oleh Dinas

Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 16

(1) Sebagai bukii bahwa Wajib Pajak lelah menerlma SPPT.maka struk SPPT

harus dilandalangani oleh Wajib Pajak atau wakllnya dengan

mencantumkan secara jelas nama dan langgal ditenmanya SPPT

dimaksud,

(2) Slruk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berada pada bagian

bawah SPPT, selanjulnya disampaikan kepada Dinas Pendapalan,

Keuangan dan Asset Daerah.
(3) Pelugas Dinas Pendapalan. Keuangan dan Asset Daerah menghlmpun

slruk SPPT yang dilerima dari Wajib Pajak. keniudian dicalal dalam daltar

rekapilulasl penyampalan SPPT .

Bagian Kedua .1
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Bagian Kedua
Salinan SPPT

Pasal 17

Atas dasar belum diterlmanya SPPT atau sebab lain. Wajib Pajak dapal

mengajukan permohonan penerbilan salinan SPPT.

Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT adalab sebagai

berikul :
a. Sural Permohonan Penerbilan Salinan;

b. Surat Pengantar dad Kepala Desa/Lurah.
c. Folokopi STTS lahun sebelumnya,
d Folokopi karlu landa idenlitas pemohon (KTP/SIM): dan

e. Surat Kuasa bermaterai sekurang-kurangnya Rp. 6.000,-(enam ribu

rupiah) apabila dikuasakan.;

(1)

(2 )

Bagian Ketlga
Mutasl Sebagtan/Seluruhnya Objek dan Subjek P8B-P2

Pasal 18
Atas dasar pengalihan Objek PBB-P2, Wajib Pajak dapai mangajukan

permohonan mutasl sebaglan/seluruhnya Objek dan Subjek Pajak .

Kelengkapan permohonan mutasl Objek dan Subjek Pajak adalah sebagai

berlkut ;
a Surat permohonan mutasl:
b. Bukti perolehan/pengalihan Objek Pajak;

c 8uktl lunas PBB lahun sebelumnya dan/3tau tahun berjalan;

d. Mengisl SPOP dan LSPOP;

e Folokopi SSPO BPHTB;

f. Fotokopi Idenlitas dirt;
g. Folokopi bukti kepemillkan/penguasaanlpemanfaalan lanah

(sertiflkal/AJB/Girik dokumen lain yang sejenls);

h. Sural kuasa bermaterel sekurang-kurangnya Rp. 6.000

(enam ribu rupiah) apabila dikuasakan.
Penyelesalan mutasl sebagian/seluruh Objek dan Subjek Pajak dilakukan

melalul penelitian kantorflapangan unluk selanjulnya dilakukan

pemutakhlran dala bldang.

(D

(2)

(3)

Bagian Keempai
Pencelakan Massal SPPT, STTS dan DHKP

Pasal 19
Pencelakan massal SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1)

huruf a, pencelakan massal STTS dan pencelakan massal DHKP (Dallar

Hlmpunan Ketelapan Pajak) dilakukan setelah diletapkannya Keletapan

Pajak Buml dan Sangunan.
Pencelakan massal SPPT, STTS dan DHKP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) selesai dllaksanakan selambat-lambatnya langgal 31 April

pada seiiap tahunnya.

(1)

(2)

Bagian Kelima /
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Baglan Kelima
Sural Kelerangan NJOP

Pasal 20
(1) Wa|ib Pa|ak yang belum minerima SPPT dan/alau STTS selama proses

pencelakan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, untuk tujuan
penghilungan BPHTB dan Pajak Penghasilan dari pengalihan Hak alas
Tanah dan/alau bangunan, maka dapal mengajukan Permchonan Sural
Kelerangan NJOP.

(2) Peunohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diajukan kepada
Kepala Dinas Pendapaian, Keuangan dan Assel Daerob
a. Umuk Ob|ek Pajak yang lerdaflar dan bukan fasilil-is ••mum dilengkapi

dengan fotokopi SPPT lahun sebelumnya;
b Untuk Objek Pajak yang belum lerdaflar dan bukan fasilllas umum

dilengkapi dengan :
1. SPOP yang lelah diisl dengan jelas, benar, dan lengkap serla

dltandalanganl;
2. Folokopi salah salu idenlllas Subjek Pajak ,

3. Fotokopi salah salu bukli sural tanah, dan
4. Fotokopi Izin Mendlrlksn Bangunan;

c. Untuk Objek Pajak yang lelah lerdaflar dan merupakan (asitilas umum
dilengkapi dengan lotokopl bukli kepemlllkan atau penguasaan atas
tanah dan/atau bangunan; dan

d Dalam hal diajukan oleh kuasa Wajlb Pajak harus dilengkapi dengan
Sural Kuasa bermaterai sekurang-kurangnya Rp. 6.000,- (enam ribu
rupiah),

(3) Terhadap Objek Objek Pajak yang belum lerdaflar sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) huruf b, sebelum dilerbilkannya Surat Kelerangan
NJOP terlebih dahulu dllakukan Pendaftaran Objek P8B sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.

(4 ) Dalam hal permohonan Sural Kelerangan NJOP ditenma oleh Dinas
setelah dilerbilkannya SPPT , maka ditindaklanjuti dengan mengarahkan
Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan sallnan SPPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17.

(5) Kepala Dinas Pendapaian, keuangan dan Asset Daerah. menerbitkan
Sural Kelerangan NJOP selambal-lambatnya :
a. 1 (salu) had kerja sejak berkas permohonan dlterima secara lengkap;

dan
b Untuk Objek PBB yang belum lerdaflar sebagaimana dimaksud pada

ayal (2) hum!b adalah :
1. 3 (liga) hari kerja sejak berkas permohonan dilerima lengkap,

dalam hal tidak diperlukan penelitian lapangan;dan
2. 8 (delapan) had kerja sejak berkas permohonan dilerima lengkap,

dalam hal diperlukan penellllan lapangan.

»

Bagian Keenam
Tala Cara Penerbilon dan Penyampalan SKPD

Pasal 21
(1) Kepala Dinas Pendapaian, Keuangan dan Asset Daerah dapal

menerbitkan SKPD secara jabalan jika

a, SPOP /
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a. SPOP dan ISPOP tidak disampaikan selambat-lambalnya 30 (liga
puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan saletah Wajib
Pajak ditegur secara terlulls;

b. SPOP dan LSPOP yang disampaikan alau dllaporkan lelapl diisi tidak
benar alau tidak lengkap yang berakibal jumlah Psjak dalam SPPT
leblh kecil dart PBB-P2 yang seharusnya terutang.

Penerbllan SKPD sebagalmana dimaksud pada ayal (2) potn a dan b.
dikenakan sanksi adminlslresl berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari pokok Pajak.
SKPD harus dllunasl oleh Wajib Pajak dalam jangka waklu 30 (liga puluh)
hari se|ak tanggal dlterbilkannya.
SKPO sebagaimana dimaksud dalam ayal (I) harus disampaikan kepada
Wajib Pajak
a. Secara langsung;
b Melalui pos dengan bukli penglriman suracslau
c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi alau jasa kurir dengan bukli

pengiriman sural.
Formulir SKPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran III, yang merupakan baglan yang tidak lerplsahkan darl
Peraluran Bupali Ini.

(2)

(3)

H)

(5)

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN

TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesalu
Jaluh Tempo Pembayaran

Pasal 22
Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Terutang berdasarkan SPPT
alau SPPT, SKPO, STPD. Surat Keputusan Pembetulan. Surat Keputusan
Keberalan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang
harus dlbayar bertambah.
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan oleh Wajib
Pajak melalui Petugas Pemungul, bank yang dilunjuk Bupali sebagai Kas
Daerah alau tempat lain yang dilunjuk Bupali.
Jaluh tempo pembayaran SPPT sebagalmana dimaksud pada ayal (1)
adalah tanggal 31 September pada sellap lahunnya.
Jaluh tempo pembayaran SPPT, SKPD, STPD, Sural Keputusan
Pembeluian, Sural Kepulusan Keberalan, dan Pulusan Banding, yang
menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (salu) bulan sejak dilerbitkan.
Pajak Terutang yang pada seal jatuh tempo pembayaran tidak dlbayar
alau kurang dlbayar dikenakan sanksi admlnislralil berupa denda 2% (dua
persen) per bulan yang dihllung dari saal jaluh tempo sampal dengan hari
pembayaran untuk jangka waklu paling lama 24 (dua puluh empal) bulan.

0 )

(2)

(3)

(4)

(5)

Baglan Kedua
Pembayaran Melalui Pelugas Pemungul

Pasal 23 /
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Pasal 23
Wajtb Pa|ak membayar Pajak Terulang dengan menunjukkgn
SPPT/SKPD pada petugas pemungul.
Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayal ( t ), petugas
pemungul memberikan landa bukll pembayaran semenlara.
Petugas pemungut menandalangani tanda bukti pembayaran sementara
sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oieh Wajib Pajak.
Pajak yang lelah dibayarkan oleh Wajib Pajak harus disetor ke bank paling
lambat 1 x 24 jam. kecuali pada hari libur. penyetoran dilakukan pada hari
kerja berikulnya.
Petugas penerima pembayaran pada bank menandalangani STTS/SSPD
alas penyetoran yang dilakukan oleh petugas pemungul.
Petugas pemungul menerlma STTS/SSPD dari petugas penerima
pembayaran pada bank sebagai bukli lelah melakukan penyetoran,

Pelugas pemungut memberikan STTS/SSPD kepada Wajib Pajak sebagai
bukti tetah melunasi Pajak Terulang,

( 1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

(6 )

0 )

Bagian Keliga
Pembayaran Metalui Sank

Paal 24
Wajib Pajak membayar Pajak Terulang dengan menunjukkan
SPPT/SKPD kepada pelugas penerima pembayaran pada bank.
Pelugas penerima pembayaran pada bank menandalangani STTS/SSPD
alas penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
Wajib Pajak menerima STTS/SSPO dari pelugas penerima pembayaran
P3da bank sebagai bukti lelah lelah melunasi Pajak Terulang.
Pembayaran Pajak Terulang pada bank yang menggunakan bilyel giro,

cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyalakan sah apabila lelah
dibukukan pada Kas Oaerah.
Benluk dan isi lorrnulir pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank yang
dilunjuk sebagai lempal pembayaran Pajak Tenjlang sebagaimana
dimaksud pada ayal (4 ) dipersamakan dengan STTS/SSPD.
Benluk dan isi formulir STTS dan SSPD sebagai landa bukli pembayaran
Pajak Terulang lercamum dalam Lampiran IV. yang merupakan bagian
yang ildak lerpisahkan dari Peraluran Bupali ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bagian Keliga
Penentuan Kembali Jaluh Tempo Pembayaran

Pasal 25
Alas dasar keleriambalan dilerimanya SPPT tahun berjalan Wajib Pajak
dapal mangajukan permohonan pcnenluan kembali langgal jaluh lempo.
Alasan keleriambalan dilerimanya SPPT sebagaimana dimaksud pada
ayal (I) yang disebabkan bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
Permohonan penentuan kembali langgal Jaluh lempo diajukan secara
tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapl persyaralan sebagai
berikut :
a. SPPT yang sudah dilerima yang dilengkapi dengan langgal bukli

penerimaan.

(1)

<2)

(3)

b Sural
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Sural Kuasa bermaterai sekurang-kurangnya Rp. 6.000,- (enam ribu
rupiah) apabila dikuasakan; dan
Folokopi Idenlllas Wajlb Pajak dan/alau Kuasa Wajib Pajak

b

c.

8A8 VII
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasai 26
Wajib Pajak dapal mengajukan pemnohonan secera tertulis kepada Kepafa
Dinas Pendapalan dan Asset Daerah untuk mengangsur atau menunda
pembayoran Pajak yang masih harus dibayar yang selanjutnya disebul
Ulang Pajak. dalam hal Wajib Pajak mengalami kesul/lan likuidilas atau
mengalaml keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak lidak akan
mampu memenuhl kewajiban Pajak pada waktunya.
Dalam hal Wajib Pajak dlsetujul uniuk mengangsur atau menunda
pembayaran sebagalmana dimaksud pada ayal (1) kecuali STPD, Wajib
Pajak dikenai sanksl admlnislralil berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dlhilung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan
pembayaran angsuranlpelunasan.
Permohonan Wajib Pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (2). harus
diajukan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) had kerja sebelum jatuh
tempo pembayaran, dlsertai dengan alasan dan bukll yang mendukung
permohonan. serta :
a. Jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur. masa

angsuran, dan besamya angsuran; atau
b. Jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka

waklu penundaan .
Jangka waktu sebagalmana dimaksud dalam ayal (3) dapat dilampaui
dalam hal Wajib Pajak mengalaml keadaan dl luar kekuasaaan Wajib
Pajak sehingga Wajib Pajak lidak mampu melunasl Utang Pajak tepat
pada waktunya.

( I )

(2 )

(3)

W

Pasai 27
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagalmana dimaksud dalam
Pasai 26 ayat (1) harus memberikan jamlnan yang besarnya dltetapkan
oleh Kepala Dinas Pendapalan Keuangan dan Asset Daerah kecuali
apabila Kepala Dinas Pendapalan Keuangan dan Asset Daerah
menganggap tidak perlu.
Jaminan sebagalmana dimaksud pada ayal (1) dapat berupa Garansl
Bank, Surat/Dokumen Bukli Kepemilikan Barang Bergerak. Penanggungan
Utang oleh Pihak Keliga. Sertifrkal Tanah alau Sertlflkat Deposilo.
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang
melampaui jangka waktu sebagalmana dimaksud dalam Pasai 26 ayat (3)
harus memberikan jamlnan berupa Garansl Bank sebesar Utang Pajak
yang dapat dlcairkan sesual dengan jangka waklu pengangsuran alau
penundaan.

0 )

(2)

(3)

Pasai 28
Angsuran alas Ulang Pajak dapat dibenkan untuk paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak dilerbllkannya Surat Keputusan Perselujuan Angsuran

(1)

Pembayaran /
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Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak i (salu) kali dalam i

(satu) bulan. unluk permohonan angsuran atas Ulang Pajak yang masih
harus dibayar.
Penundaan atas Utang Pajak dapal diberikan unluk paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak dilerbilkannya Sural Kepulusan Penundaan
Pembayaran Pajak unluk permobonan penundaan alas Utang Pajak
berupa Pajak yang masih harus dibayar

( 2 )

I
Pasal 29

Besarnya pembayaran angsuran alas Ulang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayal (1) ditelapkan dal3tn jumlah Ulang Pajak unluk liap
angsuran.

Besarnya pelunasan alas penundaan Utang Pajak sebagaimana dimaskud
dalam Pasal 28 ayal (2) ditelapkan sejumlah Utang Pajak yang dilunda
pelunasannya
Bunga yang limbul aklbal angsuran sebagaimana dimaksud pads ayal (1)
alau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dihilung
berdasarkan saldo Utang Pajak.
Bunga sebagaimana dimaksud pada ayal <3) ditagih dengan menerbilkan
STPD pada setlap langgal Jaluh tempo angsuran, jatub tempo penundaan
atari pada langgal pembayaran.
Bunga sebagaimana dimaksud p3da ayal (3) Irdak dikenakan lerhadap
angsuran alau penundaan atas pembayaran STPD

(D

(2)

(3)

(4 )

(5)

Pasal 30
Selelah mempertlmbangkan alasan berlkul bukll pendukung yang dlalukan
Oleh Wajlb Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) hunjt a
dan b. dalam jangka waklu 14 (empat belas) had kerja selelah langgal
dtterimanya permobonan secara lengkap dilerbilkan Surat Kepuiusan.
Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) dapat benipa
a. Menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/alau masa angsuran alau

lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
b Menyelujui jumlah angsuran Pajak dan/aiau masa angsuran alau

lamanya penundaan sesuai dengan periimbangan Kepala Dinas
Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah; alau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waklu 14 {empat belas) hah kerja sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) lelah lerlampaui dan tidak dilerbilkan sualu
kepulusan, permohonan diselujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak
dan Sural Kepulusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran
Pajak harus dilerbilkan paling lama 10 (sepuluh) hah kerja selelah jangka
waktu 14 (empal belas) hah kerja tersebul berakhir.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak diselujui, Kepata Dinas Pendapatan.
Keuangan dan Asset Daerah menerbitkan Surat Kepulusan Persetujuan
Angsuran Pembayaran Pajak alau Sural Kepulusan Persetujuan
Penundaan Pembayaran Pajak.
Dalam hal permohonan Wajib Pajak dilolak sebagaimana dimaksud pada

ayal (2) huruf c, Kepala Dinas Penrsripalan, Keuangan dan Asset Daerah
menerbilkan Sural Kepulusan Penolakan Angsuran/Penundaan
Pembayaran Pajak.

(1)

<2)

(3)

(4 )

<5>

Pfrsal 31 . /
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P3S3I 31
(1) Dalam hal torhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan

unluk mengangsur atau rnenunda pembayaran Pajak. dilerbilkan SKPDLB
pengembatian kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pembonan imbalan
bunga tersebut lerlebih dahulu diperhilungkan dengan sisa Utang Pajak
yang delurn diangsur alau yang dilunda pembayarannya sesual dengan
kelenluan Peraluran Perundang-Undangan Pajak Oaerah.

(2) Oalam hal besamya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pembenan

imbalan bunga lebih kecll dan Utang Pajak yang beium diangsur, besamya

angsuran dan sisa Utang Pajak ditetapkan kembali dengan kelenluan:
a. Jumlah pokok dan bunga seliap angsuran lidak lebih dari jumlah seliap

angsuran yang lelah dlsetujui; dan
b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang

telah diselujui.
(3) Penelapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) dllakukan dengan
a. Memberilahukan kepada Wajib Pajak tentang

pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo Utang Pajak serta

perminlaan usulan perubahan angsuran;

b. Wajib Pa|ak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbilan Sural Penniah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

c. Menerbllkan Sural Kepulusan Persetujuan Angsuran Pembayaran
Pajak yang juga berfungsi sebagal pembatalan Sural Kepulusan
Persetujuan Angsuran Pembayaran sebelumnya berdasarkan usulan

yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

(4) Dalam hal sampal dengan batas waklu sebagaimana dimaksud pada ayal

(3) huruf b Kepala Oinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah lidak
menerlma usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Kepala Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah dapal menerbllkan Surat
Kepulusan Perselujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan :

a. Nllal angsuran adalah sebesar sisa Utang Pajak dibagl dengan sisa
masa angsuran; dan

b Masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang diselujui.
(5) Surat Kepulusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayal (4) berfungsi sebagal pembatalan alas Sural
Kepulusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.

(6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian

imbalan bunga tidak mencukupi unluk melunasi Utang Pajak yang
dilunda, Wajib Pajak letap melunasi sisa Ulang Pajak lersebul paling lama
sesual dengan jangka waklu penundaan.

(7) Surat Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak, Sural
Kepulusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak. Sural Kepulusan

Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dan Sural Kepulusan Menolak
Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak tercanlum dalam Lampiran V,

yang merupakan baglan yang lidak lerplsahkan dan Peraturan Supali Ini.

BAB VIII i
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BAB VIII
SURAT TAGIIIAN PAJAK OAERAH (STPD)

Pasal 32
(1) Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menerbilkan

STPD apabila :
a. Pajak daIam tahun berjalan lidak alau kurang dibayar;
b. Dari basil penelilian SPPT/SKPD. terdapal kekurangan pembayaran

sebagai akibal salah lulls dan alau salah hilung;
c. Wajib Pajak dikcnakan sanksi admlnlslrasi berupa bunga dan/alau

denda
(2) Jumlah kekurangan Pajak yang lerulang dalam STPD sebagaimara

dimaksud pada ayat (I) hurul a dan burul b. dilambah dengan sanksi
adminslrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) seliap bulan unluk
jangka waklu paling lama 24 (dua puluh ernpal) bulan sejak saat
lerulangnya Pajak.

(3) Sanksi admlnislrasi berupa denda dan/alau bunga yang dilagih
berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) hurul c
lermasuk sanksi admlnlslrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayal (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Samoslr Nomor 3 Tahun 2013 lenlang Pajak Buml dan
Bangunan Perdesaan dan Perkolaan dan sebesar 100 % (seralus persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayal (5) Peraluran Daerah
Kabupalen Samosir Nomor 3 Tahun 2013 lenlang Pajak Buml dan
Bangunan Perdesaan dan Perkolaan

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanlum dalam Lamplran VI,
yang merupakan bagian yang lidak terpisahkan dari Peraluran Bupati ini

SAB IX
PENAGIHAN

Bagian Kesalu
Tala Cara Pelaksonaan Penagihan Dengan Sural Paksa Dan

Pelaksanaan Penagihan Sekelika Dan Sekallgus

Pasal 33
Kepala Dinas Pendapatan. Keuangan d3n Asset Daerah melaksanakan
Penagihan Pajak dalam hal Ulang Pajak sebagaimana tarcantum dalam SKPD,
SKPDKB, STPD, Sural Kepulusan Pembelulan, Sural Ke'pulusan Keberalan.
Pulusan Sanding, serta Pulusan Penlnjauan Kembali, yang menyebabkan
jumlah Pajak yang harus dibayar berlarnbah, lidak dllunasi sampal dengan
tanggal jaluh tempo.

Pasal 34
Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan
dengan terleblh dahulu menerbitkan Sural Teguran oleh Kepala Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah.
Sural Teguran sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lidak dilerbltkan
lerhadap Penenggung Pajak yang lelah dlselujul untuk mongangsur atau
menunda pembayaran Pajak.
Sural Teguran sebagaimana dimaksud ayal ( 1) tercanlum dalam Lampiran
VII, yang mempakan bagi3n yang lidak lerpisahkan dari Peraluran Bupali

(1)

t
( 2 )

(3)

ml.

(4 ) STPD . I
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Pasal 35
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pads Pasal 34 ayat (1) dilerbilkan
apabila Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDK8, STPD.Surat Keputusan Pembelulan, Surat Keputusan Keberatan, Pulusan 8anding,
serta Pulusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumtah Pajak yang
harus dibayar bertambah, tidak dilunasi setelah 7 (lujuh) hari sejak saal jaluh
tempo petunasan.

Pasal 36
Penyampaiarr Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapal
dilakukan :
a. secara langsung;
b melalul pos;arau
c. melalul perusahaan jasa ekspedlsi alau jasa kurir dengan bukti pengiriman

sural.

Pasal 37
Apabila Jumtah Ulang Pa|ak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat
waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampalkan Surat Teguran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sural Paksa dilerbilkan oleh Kepala
Dinas Pendapalan, Keuangan dan Assel Daerah dan diberitahukan secara
langsung oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Pasal 38
(1) Jurusita Pajak Daerah melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekallgus

tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat
Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang dilerbilkan Kepala Dinas
Pendapalan keuangan dan Assel Daerah apabila
a Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya atau bemiat untuk ilu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimillki atau

yang dikuasai dalam rangka menghenlikan alau mengecllkan keglatan
pemsahaan alau pekerjaan yang dllakukannya di Indonesia;

c. Terdapai tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan
badan usaha. atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha.
atau memindahtangankan perusahan yang dlmlliki atau yang
dikuasalnya, alau melakukan perubahan benluklainnya;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
e. Terjadi penyitaan alas barang Penanggung Pajak oleh plhak keliga

atau terdapat tanda-tanda kepailltan.
(2) Sural Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekorang-kurangnya

rnomuel ;

a. Nama Wajib Pajak alau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
b. Sesamya Ulang Pajak
c. Perintah unluk membayar; dan
d. Waktu petunasan Pajak.

Pasal 39
Penerbitan Sural Parinlah Penagihan Seketika dan Sekallgus oleh Kepala Oinas
Pendapalan keuangan dan Assel Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1). dilakukan dengan ketentuan sebagal berlkul :

a. Olterbltkan /
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a. Dilerbilkan sebelum langgal jaluli tempo pembayaran;
b Dilerbilkan lanpa didahului Sural Teguran;
c. Dilerbilkan sebelum jangka waklu 21 (dua puluh salu) bari sejak Sural

Teguran dilerbilkan; alau
d, Qilerbilkan sebelum penerbilan Sural Paksa.

Pasal 40
Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. Sural Paksa juga dapal
dilerbilkan dalam hal:
a. Terhadap Penanggung Pajak lelah dilaksnnakan Penagihan Sekelika dan

Sekaligus sebagaimana dimaksud dalamI’ isal 38, alau
b. Penanggung Pajak lidak memenuhi ketenluan sebagaimana lercarrtum

dalam kepulusan perselujuan angsuran alau penundaan pembayaran
Pajak.

Pasal 41
Sural Paksa yang dilerbilkan karena kondisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 dan Pasal 40 diberiiohukan oleh jurusita Pajak dengan
pemyalaan dan penyershan Sallnan Sural Paksa kepada Penanggung
Pajak
Pemberilafiuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Sural
Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Serila Acara sebagai
pemyalaan bahwa Sural Paksa telah diberilahukan.
Benia Acara sebagaimana dimaksud pada ayal (2) sekurang-kurangnya
bensl hari dan langgal pernberllahuan Sural Paksa. Nama Jurusita Pajak,
Nama yang menerima, dan tempat pemberilahuan Surat Paksa sens
dilandalanganl oleli Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak

< < )

(2)

(3 )

Pasal 42
Sural Paksa lerhadap orang pribadi diberilahukan oleh Juruslla Pajak kepada :
a . Penanggung Pajak di lempat linggal, lempai usaha alau di lempat lain yang

memungklnkan;
b Orang dewasa yang berlempal linggal bersama ataupun yang bekerja di

lempat usaha Penaggung Pajak. apabila Penanggung Pajak yang
bersangkulan lidak dapal dijumpai;

c. Salah seorang ahll waris alau pelaksana wasiai alau yang mengurus harla
penlnggalannya. apabila Wajib Pajak telah menlnggal dunia dan harla
warisan belum dibagi;aiau

d. Ahli Wans, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunfa dan harla warisan
lelap dibagi.

Pasal 43
Sural Paksa lerhadap badan diberilahukan oleh Juruslla Pajak kepada
a. Pengurus mellputi Dlreksi. Komisaris, Pemegang Saham Pengendali alau

mayoritas umuk Perseroan Terbuka, Pemegang Saham unluk Perseroan
Terlulup, dan orang yang nyata-nyata mempunyal wewenang Ikul
menentukan kebljaksanaan dan/alau mengambll keputusan dalam
menjalankan Perseroan.unluk Perseroan Terbatas;

b. Kepala Penvakilan, Kepala Cabang, alau Penanggung Jawab, unluk Beniuk
Usaha Telap;

c Oirekier r
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c Direktur, Pemilik Modal, atau orang yang dilunjuK unluk melaksanakan dan
mengendatikan serla bertanggung jawab alas perusahaan, untuk badan
usaha lainnya seperti Konlrak Invesiasi KolekUf , Persekuluan. Firma, dan
Perseroan Komanditer.

d Ketua alau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta
bertanggung jawab a(as yayasan. unluk yayasan;

e, Pegawal Telap dl lempal kedudukan atau lempal usaha badan yang
bersangkuian apabila Juruslta Pa/ak lidak dapal menjumpai salah seorang
sebagaimana dimaksud pada huruf 3, hurul b, huruf c. dan huruf d,

Pasal 44
(1) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailil, Surat Paksa diberitahukan

kepada Kuralor. Hakim Pengawas, atau Balai Harta Penmggalan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar alau dalam likuidasi. Surat

Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dlbebani unluk
melakukan pemberesan alau likuidator.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan sural kuasa
khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban Perpajakan. Surat Paksa
dapal diberitahukan kepada Penenma kuasa.

Pasal 45
Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-plhak yang dimaksud dalam
Pasal 42. Pasal 43. dan Pasal 44 .menolak untuk menerima Sural Paksa,
Juruslta Pajak memnggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatalnya
dalam Berila Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Sural
Paksa, dan Sural Paksa dianggap lelah diberilahukan.
Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42, Pasal 43, dan Pasal 44 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa
disampaikan meialul Pemerintahan setempat.
Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat
tinggalnya, tempat usaha. alau tempat kedudukannya.penyampalan Surat
Paksa dilaksanakan dengan menempelkan sallnan Surat Paksa pada
papan pengumuman di Kanlor Dinas Pendapatan. Keuangan dan Asset
Daerah, dengan mengumumkan meialul media massa, atau dengan cara

0)

(2)

(3)

lain.

Pasal 46
Dalam hal pelaksanaah Surat Paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel Daerah, Kepala Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Assel Daerah meminta bantuan kepada
Pejabal yang wilayah kerjanya melipuli lempal petaksanaan Surat Paksa.
Dalam hal di 1 (satu) kota lerdapat leblh dari 1 (satu) wilayah kerja dari
beberaps Pejabal, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset
Daerah dapat memerlntahkan Jurusila Pajaknya untuk melaksanakan
Sural Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada dl kota
lersebul
Kepala Dinas Pendapaian, Keuangan dan Assel Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) Wajib memberitahukan pelaksanaan Sural Paksa
yang telah dilakukan kepada Pejabal yang wilayah kerjanya meliputi
tempat pelaksanaan Sural Paksa.

(1)

(2)

(3 )

Pasal 47 /
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Pasal 4 ?
Dalam I.= if terjadi keadaan di luar kekuasaan Kepala Dinas Pendapalan.
Keuangan dan Assel Daerah alau sebab tain. Sural Paksa Pengganli
dapat diterblikan oleh Kepala Dinas Pendapalan. Keuangan dan Assel
Daerah karena jabatan.
Surat Paksa pengganli sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mempunyai
kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum y3ng sama dengan Surat
Paksa.

(1)

(2)

Pasal 48
Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan alau
penggantian kepada Kepala Dinas Pendapalan. Keuangan dan Asset
Daerah terhadap Surat Teguran dan/atau Sural Paksa yang dalam
penerbitannya lerdapat kesalahan atau kekeliruan.
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel Daerah dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hati sejak tanggal diterima permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1). hams memben keputusan atas

permohonan yang diajukan
Apabila dalam Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala
Dinas Pendapalan. Keuangan dan Assel Daerah (idak mEmberikan
kepulusan. permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan
Penagihan Pajak dllunda untuk semenlara waktu.
Kepala Dinas Pendapatan. Keuangan dan Asset Daerah dapat
membelulkan Sural Teguran. Sural Perintah Penagihan Sekelika dan
Sekallgus. dan Sural Paksa yang dalam penerbitannya terdapai
kesalahan alau kekeliruan.
Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dllanjutkan selelah kesalahan
alau kekeliruan dlbelulkan oleh Kepala Dinas Pendapalan. Keuangan dan
Assel Daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 49
Apabila setelah lewal waklu 2 x 24 (dua kali dua puluh empal) Jam sejak
Sural Paksa dlberilahukan kepada Penanggung Pajak dan Ulang Pajak
lidak dilunasl oleh Penanggung Pajak , Kepala Dinas Pendapatan.
Keuangan dan Assel Daerah menerbitkan Sural Perintah Melaksanakan
Penyilaan.
Berdasarkan Sural Perintah Melaksanakan Penyilaan sebagaimana
dimaksud pada 3yat (!), Jurusila Pajak melaksanakan penyilaan lerhadap

barang milik penanggung Pajak .

(1)

(2)

Pasal 50
Dalam hal Objek slla berada di luar wllayah kerja Kepala Dinas
Pendapalan. Keuangan dan Asset Daerah, Kepala Dinas Pendapalan,

Keuangan dan Assel Daerah memlnla bantuan kepada Pejabai yang
wilayah kerjanya meliputi lempal Objek sita berada uniuk menerbilkan
Sural Perintah Melaksanakan Penyilaan.
Dalam hal di 1 (salu) kola lerdapat leblh darl 1 (salu) wilayah kerja darl
beberapa Pejabat. Kepala Dinas Pendapalan. Keuangan dan Asset

Daerah dapat memerinlahkan Jurusila Pajaknya uniuk melaksanakan

penyilaan terhadap Objek sila yang berada di luar wilayah kerjanya

sepanjang masih berada di koto bersangkutan.

(D

(2)

(3) Kepala ... /
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(3) Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) Wajib memberilahukan pelaksanaan Penyitaan
yang lelah dilakukan kepada Pejabal yang wilayah kerjanya metiputi
(empat Objek sita berada.

Pasal 51
Apabila setelah lewal waklu 14 (empal belas) hari sejak langgal pelaksanaan
penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Penanggung Pajak
lidak melunasr Ulang Pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabal melakukan
pengumuman lelang.

Pasal 52
Apabila setelah lewal waklu 14 (empal belas) hari sejak Pengumuman Lelang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Penanggung Pajak lidak melunasi
Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak. Pejabal melakukan penjualan barang
sllaan Penanggung Pa|ak melalul kanlorlelang negara.

Bagian Kedua
Syaral-Syarat, Taia Cara Pengangkatan

Dan Pemberhentian Jurusita Pajak

Pasal 53
(1) Jurusila Pajak adalah pelaksana lindakan Penagihan Pajak yang melipull

Penagihan Sekelika dan Sekallgus. pemberilahuan Surat Paksa,
melaksanakan penyitaan dan penyanderaan,

(2) Jurusita Pajak diangkat dan dlberhenlikan oleh Kepala Dinas Pendapalan,
Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 54
Syaral-syaral yang harus dipenuhl uniuk diangkat menjadi Jurusita Pajak
adalah sebagai berikul :
a Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum alau yang

sellngkal dengan itu;
b. Berpangkal serendah-rendahnya Pengalur Muda/Golongan ll/a;
c. 8erbadan sehal;
d. Lulus pendidlkan dan lalihan Jurusita Pajak; dan
e Jujur , bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Pasal 55
Sebelum memangku jabalan, Jurusita Pajak diambll sumpah atau janji menurul
agama alau kepercayaannya oleh Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan
Asset Daerah yang berbunyi sebagai berikul :
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, uniuk
memangku jabalan saya ini, langsung atau tldak langsung, dengan
menggunakan nama atau cars apapun juga , lidak memberikan atau
memberikan barang sesualu kepada slapapun juga.'
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan sesualu alau tidak
melakukan sesualu dalam jabalan saya ini, liada sekali-kali akan menerlma
langsung alau lidak langsung dari slapapun juga sesualu janji atau
pemberian."

‘Saya. . ./
69



"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan
memperlahankan serta mangamaikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi
negaia, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala undang-undang serla
peraluran lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia."
'Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabalan
saya ini dengan jujur, seksama dan dengan lidak membeda-bedakan orang
dalam melaksaoakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusila Pajak yang berbudi bait;
dan jujur , menegakkan hukum dan keadilan."

Pasal 56
Jurusila Pajak diberhentikan apabila :
a Meninggai dunia.
b, Pensiun:
o, Karena alih tugas alau kepentinyan d<nas lainnya;
d Tecnyata lalai alau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
e . Melakukan perbualan lercela;
t. Melanggar surnpah alau janji Jurusila Pajak: alau
g. Sakil jasmani alau rohani lerus menerus.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN,

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57
Alas permohonan Wajib Pajak.Kepala Dinas Pendapatan. Keuangan dan Assei
Daerah berwenang :
a Mengurangkan alau menghapuskan sanksi admirtislralif yang dikenakan

karena bukan kesalahan Wajib Pajak; dan/alau
b. Membelulkan alau membal3lkan SPPT. SKPD alau STPD yang lidak

benar

Pasal 58
Pembeiulan SPPT. SKPD lau STPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 huruf b dapal ditakukau karena terdapat kelidakbenaran 3tas :
a. Luas Objek Pajak bum! dan/alau bangunan;
b Nilai Jual Objek Pajak burnt dan/alau bangunan: dan/alau
c Penafsnan Peraluran Perundang-undangan Perpajakan Oaerah
Pembatalan SPPT. SKPD alau STPD sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 57 hurut b dapal dilakukan apabila SPPT, SKPD atau STPD
lersebut seharusnya lidak diterbltkan

(U

(2)

Pasal 59
Permohonan pengurangan atau pengliapusan sanksi adminislralil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a harus memenuhi
persyaratan :
a 1 (salu) permohonan unluk 1 (satu) SKPD alau STPD,

b Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset
Daerah;

c. Wajib Pajak lidak mengajukan keberatan. mengajukan keberalan
lelapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberalan kemudian
mencabut keberatannya alas SPPT atau SKPD; dan

(D

d. Diajukan .../
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d. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencanlumkan besamya sanksi administrate yang dimohonkan
pengurangan a(au penghapusan disertai alasan yang mendukung
yang dilamplri dengan
1) FolokopI Idenlilas Wajib Pajak dan kuasa Wajib Pajak apabila

dikuasakan;
2) FolokopI SKPO atau STPO yang dimohonkan pengurangan alau

penghapusan sanksi admmlslratil;
3) Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda

adminlsiratlf dlkenakan karena bukan karena kesalahan Wajib
Pajak; dan

4) Sural Kuasa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) apablla
dikuasakan.

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminislratif yang
lidak memenuhi persyaraian sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),
dlanggap bukan sebagal permohonan sehlrgga lidak dapat
dlperilmbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan
secara tenulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling
lama 1 (salu) bulan sejak permohonan lersebul dilerima

Pasal 60
(1) Permohonan pembetulan SPPT, SKPD atau SPTD sebagalmana

dlmaksud dalam Pasal 57 huruf b harus memenuhi persyaraian ;

a. 1 (salu) permohonan unluk I (salu) SPPT, SKPD alau STPD;
b. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan. Keuangan dan Asset

Daerah,
c. Wajib Pajak lidak mengajukan keberatan, mengajukan keberalan

tetapi lidsk dipertimbangkan elau menga|ukan keberalan kemudian
mencabu! keberatannya alas SPPT alau SKPD; dan

d. Diajukan secara tertulis daianri bahasa Indonesia dengan
mencanlumkan keteiapan yang dimohonkan pembelulan disertai
alasan yang mendukung dengan dilampiri
1. FolokopI Identitas Wajib Pajak dan kuasa Wajib Pajak apabila

dikuasakan;
2. Asil SPPT. SKPD atau STPO yang dimohonkan pembelulan;

3. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT.
SKPD atau STPD tldak benar;

4. Fotokopi bukli lunas Pajak tahun sebelumnya; dan
5. Surat Kuasa bermaterai sekurang-kurangnya Rp, 6.000. (enam

ribu rupiah) apabila dikuasakan.
(2) Permohonan pembetulan SPPT. SKPD atau STPD yang tidak memenuhi

persyaraian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dianggap bukan
sebagal permohonan pembelulan sehlngga tldak dapal dipertimbangkan
dan kepada Wajib Pajak alau kuasanya diberitahukan secara tertulis
disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (salu)

bulan terhliung sejak permohonan lersebul dilerima.

Pasal 61 . .. /
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Pasat 61
( 1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD alau STPD sebagaimana

dirnaksud pada Pasal 57 hurul b, diajukan secara perorangan, kecuali
untuk pembatalan SPPT dapal diajukan secara koleklil.

(2) Permohonan pembatalan yang diajukan
sebagaimana dirnaksud ayat (1) harus memenuhi persyaralan sebagai
berikul :
a 1 (salu) permohonan unluk 1 (salu) SPPT, SKPD atau STPD:
b. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset

Daerah:
c Diajukan sec3ra tertuiis dalaru bahasa Indonesia dengan

mencanlumkan alasan yang mendukung permohonannya, dengan
dilampiri .
f . Asli SPPT , SKPD alau STPD yang dimohonkan pembatalan;
2. Fotokopi Identilas Wajib Pajak;

3 Sural Pernyataan bermalerai sskurang-kurangnya Rp 6000,-
(enam ribu rupiah) dart pemohon atas dan sebab pembatalan; dan

4 Sura! Kuasa bermaterai sekurang-kurangnya Rp. 6.000,- (enani

nbu rupiah) apablla dikuasakan.

(3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaralan :
a 1 (salu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama

dengan Pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp.
200.000,- (dua raius rlbu rupiah).

b Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset
Paerah;

c. D'ajukan melalui Kepala Desa/lurah setompat; dan
d. Diajukan secara tertuiis dalam bnhasa Indonesia dengan

mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya, dengan
dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan

(4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD alau STPD secara perseorangan
yang lidak memenuhi persyaralan sebagaimana dirnaksud pada ayal (2),
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga lidak dapat
dipertimhangkan dan kepada Wajib Pajak alau kuasanya diberitahukan
secara tertuiis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waklu paling
lama 1 (salu) bulan terhilung sejak permohonan tersebut diterima.

(5) Permohonan pembatalan SPPT secara koieklif yang lidak memenuhi
persyaralan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3). dianggap bukan
sebagai permohonan sehingga lidak dapal dipertimbangkan dan kepada
Kepala Desa/Lurah setempat diberitahukan secara terlulis disertai alasan
yang mendn'igri dalam jangka waktu paling lama 1 (salu) bulan lerhitung
sejak peimohonan lersebul diterima.

secara perseorangan

Pasal 62
( t ) Permohonan pengurangan alau penghapusan sanksi adminislratit

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 57 hurul a dan permohonan
pembetulan alau pembatalan SPPT. SKPD alau STPD sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 57 huruf b, dapal diajukan oleh Wajib Pajak paling
banyak 2 (dua) kali.

(2) Dalam .1
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(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan
teisabul harus diajukan dalam jangka waklu paling lama 3 (liga) buian
terhilung sejak langgal penglriman sural Kepala Dinas Pendapatan,
Keuangan dan Asset Daerah alas pennohonan yang periama.

(3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayal (2) harus
memenuhl persyaralan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
Pasal 60 ayal (1). Pasal 61 ayal (2) aiau Pasal 19 ayal (3).

(4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waklu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai pennohonan sebingga
tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya
dlberliahukan secara lertulis disertai alasan yang mendasan dalam jangka
waklu paling lama 1 (satu) buian terhilung sejak permohonan lersebul
dilerima.

Pasal 63
Kepala Olnas Pendapatan. Keuangan dan Asset Daerah dalam jangka
waklu paling lama 6 (enam) buian sejak langgal permohonan dilerima,
harus memberl sualu keputusan atas pennohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lelah
terlampaul dan Kepala Dinas Pendapatan. Keuangan dan Asset Daerah
tidak memberikan suatu kepulusan. permohonan dianggap dlkabulkan
dan Kepala Dinas Pendapaian, Keuangan den Assel Daerah harus
menerbllkan kepulusan sesual dengan permohonan Wajib Pajak dalam
jangka waklu paling lama 1 (satu) buian terhilung sejak jangka waklu
dimaksud berakhlr.

<1)

( 2 )

Pasal 64
Kepulusan Kepala Dinas Pendapaian, Keuangan dan Assel Daerah atas
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksl adminislralif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dapat berupa
mengabulkan sebaglan alau seluruhnya, atau menolak permohonan
Wajib Pajak.

Kepulusan Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel Daerah alas

permohonan pembatalan SPPT, SKPD alau STPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dapal berupa mengabulkan atau
menolak permohonan Wajib Pajak.

0)

(2)

BAB XI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK

Pasal 65
Pengurangan Ketetapan Pajak Terulang dapat diberikan berdasarkan :
a. Pertimbangan kemampuart membayar Wajib Pajak; atau
b. Kondlsi tertenlu Objek Pajak.
Pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
a Wajib Pajak orang phbadi meliputi :

(1)

(2)

1 Objek i
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) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang Veteran Pejuang
Kemerdekaan. Veteran Pembela Kemerdekaan. Penerima Tanda
Jasa Biniang Gerilya atau janda/dudanya.

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
penghasilannya semata-mata berasal dad pensiunan, selwngga
kewajiban Pajaknya sufit dipenuhi,

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendab. sebingga kewajiban Pajaknya suiit
dipenubi; dan/atau

4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang Nilai dual
Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan

b. Wajib Pajak badan melipuli :
Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang
meng0iam kerugian dan kesulilan likpidiias pada Tabun Pajak
sebelumnya sehingga tidak dapal memenuhi kewajiban rutin

(3) Kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (l) huruf
b adalah :
a Dalam ha! Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang

luar biasa meliputi .
t. Bencana yang diakibatkan oleh perisliwa alau serangkaian

perislwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa burrii ,

tsunami, gunung melelus. banjir, kekeringan, angin topan dan
lanah longsor .

2. Sebab lain yang luai biasa anlara lain kebakaran, wabab penyakil
tanaman dan/atau wabah hama lanaman.

b. Objek Pajak pada lanah perlanian.
c. Objek Pajak cagar budaya yang lelah diletapkan sebagal bangunan

dan/atau lingkungan cagai budaya.
(4 ) Objek Pajak lanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayal (3) burul

b adalah :
a Tanah pertanian lahan sawah. meliputi

1. Lahan sawah irigasl adalah lahan sawah yang sumber air
ulamanya berasal dan irigasi: dan

2 Lahan sawah ladah hujan datah lahan sawah yang sumber
aimya beiasal dan curah hujan.

b Tanah pedanaian bukan sawah. melipult :
1. Tegal/kebun adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang

ditanami tanaman semusim alau lahunan dan terpisah dengan
halaman sekitar rurnah serta penggunaannya lidak berpindah-

pindah:
2. Ladang/huma adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang

biasanya ditanami lanaman musiman dan penggunaannya
hanya semusim atau dua muslm, kemudian akan ditinggalkan
bila sudah lidak subur lagi (berpindalvpindah). Kemungkinan
lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika
sudah sub.i- .

3. Perkebumn adalah lahan yang ditanami lanaman
perkebunan/indusiry seperti : karet. kelapa. kopi. teh dan
sebagainya balk yang diusahaksn oleh rakyal/rumah langga
maupun perusahaan peikebunan yang berada di Wilayah
Kecamatan;

4. Lahan . .. . I
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4. Lahan yang dllanami pohon/hulan rakyat adalah lahan yang
dllumbuhi kayu-kayuan/hulan rakysl lermasuk bambu dan
sejemsnya, baik yang lumbuh sendiri maupun yang sengaja
dltanami misalnya semak-semak dan pobon-pohon yang hasil
utamanya kayu. Lahan Ini juga dapal dllanami bahan makanan
separti podl atau palawija, telapi lanaman ulamanya adalah
bamboo/kayukayuan

5. Padang penggembalaan/padang rumpul adalah lahan yang
khusus digunakan unluk penggembalaan lernak. Lahan yang
semenlara lldak diusahakan (dibiaikan kosong) lebih dari 1
(satu) lahun telapi kurang alau sama dengan 2 (dua) lahun tidak
dlanggap sebagal lahan penggembalaan/padang rumpul
meskipun ada hewan dlgembalakan disana.

6. Lahan yang semenlara tidak diusahakan adalah lahan pertanian
bukan sawah yang lidak dllanami lebih dari 1 (salu) lahun telapi
kurang atau sama dengan 2 (dua) lahun. Lahan sawah yang
tidak dilanaml apapun lebih dari 2 (dua) lahun digolongkan
menjadl lahan pertanian bukan swah yang semenlara tidak
diusahakan.

(5) Objek Pajak pada lanah pertanian dapal dlberikan pengurangan
sepanjang seuluhnya dipergunakan sesual dengan perunlukannya.

Pasal 66
(1) Pengurangan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 65 dlberikan kepada

Wajib Pajak alas Pajak yang terutang yang tercanlum datam SPPT
dan/atau SKPO.

(2) Pajak yang lerutang yang tercanlum dalam SKPD sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak dilambah dengan sanksl
admlnlstralif .

(3) SKPD sebagalma dimaksud pada ayal (2) yang lelah dlberikan
pengurangan lidak dapal diminiakan pengurangan denda administratif.

Pasal 67
8esamya Pengurangan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 65 adalah

Berdasarkan Periimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak :
t . Wajib Pajak orang prlbadi meliputl :

a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang Veteran Pejuang
Kemerdekaan, Veleran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda
Jasa Bintang Gerilya atau Janda/dudanya dlberikan sebesar paling
tlnggl 75% (tujuh puluh lima persen):

b) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
penghasilannya semala-mata berasal dari penslunan, sehingga
kewajiban Pajaknya sullt dlpenuhi dlberikan pengurangan sebesar
75% (lujuh puluh lima persen);

c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasllan rendah. sehingga kewajiban Pajaknya sulit
dlpenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggl 75% (tujuh
puluh lima persen);

d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual
Objek Pajak per meler persegtnya menlngkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan
pengurangan sebesar paling tlnggl 75% (tujuh puluh lima persen).

a.

2. Wajib /
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2 Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulilan likuiditas
pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi
kewajiban rulin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 757»
(lujub puluh lima persen).

Berdasarkan Kondisi tertenlu Objek Pajak
1. Oalain hal Objek Pajak lerkena bencana alam atau sebab lain yang

luai biasa diberikan pengurangan sebesar paling linggi 100% (seratus
persen).

2 Objek Pajak pada lanah podanian diberikan pengurangan sebesar
paling tinggi 75Vo (tujuh puluh lima persen).

3 Objek Pajak cagar budaya yang lelah ditetapkan sebagai bangunan
dan/3lau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar
paling tinggi 50% (lima puluh persen).

b

Pasal 68
(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lib dapat diberikan

berdasarkan permohonan Wajtb Pajak.
(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diberikan

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan. Keuangan dan Asset
Daerah

(3) Permohonan pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal
( 1) dapat diajukan secara :
a. Perseorangan, untuk Pajak yang lerulang yang tercanlum dalam

SKPO. atau
b. Perseorangan atau kolektit , untuk Pajak yang lerulang yang tercanlum

dalam SPPT.

Pasal 69
(1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus

memenuhi persyaratan :
a 1 (salu) permohonan untuk 1 (salu) SPPT atau SKPD;
b Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

mencanlumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon
disertai alasan yang jelas.

c. Ollampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan,
d. Sural permohonan diajukan ke Kepala Dinas Pendapatan. Keuangan

dan Assel Daerah dengan dilandatangani oleh Wai l ' Pajak dan dalam
hal sural permohonan Udak dilandatangani oleh Wajjo Pajak berlaku
ketentuan sebagai berikut ,

t . Surat permohonan harus dilampin dengan SuralKuasa. untuk :
a) Wajib Pajak Badan; atau
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak Terutang lebib banyak

dan Rp. 2.000 0000,- (dua|uta rupiah);

2 Sura! petmohonan harus dilampiri dengan sural kuasa, untuk
Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang Terutang paling
banyak Rp. 2 000.000,- (dua juta rupiah),

e. Diajukan dalam jangka waktu
1. 3 (trga) bulan larhltung sejak tanggal diterimanya SPPT;

2 1 (salu) bulan lerhitung sejak diterimanya SKPD;

3. l (sa;u) ... .1
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3. 1 (salu) bulan lerhilung sejak tanggal diterimanya Surat Kepulusan
Keberatan;

4. 3 (tiga) bulan terhltung sejak tanggal terjadinya bencana alam;

atau
5 3 (liga) bulan lerhilung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang

luar biasa., kecuall apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
dalam jangka waktu lersebul tidak dapat dtpenuhl karena keadaan
diluar kekuasaannya.

f. Ttdak memilikl lunggakan Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak
yang dlmohonkan pengurangan, kecuali datam hal Objek Pajak
terkena bencana alam alau sebab lain yang luar biasa: dan

g. Tidak diajukan keberatan atas SPPT alau SKPD yang dlmohonkan
pengurangan atau dalam hal dia|ukan keberatan telah diterbllkan
Surat Kepulusan Keberatan dimaksud diajukan banding.

(2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara koleklif harus memenuhi
persyaralan :
a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;

b. Diajukan secara lertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencanlumkan besamya persentase pengurangan yang dimohon
dlsertal alasan yang jelas;

c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset
Daerah melalul :
1. Pengurus Legiun Veteran Republlk Indonesia (LVRI) selempal

alau pengurus organisasl lerkall untuk mengajukan permohonan;
alau

2. Kepala Dese/Lurah selempal.
d Dilampiri foiokopl SPPT yang dimohonkan pengurangan;
e Diajukan dalam jangka waklu ;

1. 3 (liga) bulan lerhilung sejak tanggal dilerimanya SPPT;

2. 3 (tiga) bulan lerhilung sejak tanggal terjadlnya bencana alam;

atau
3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadlnya sebab lain yang luar biasa.

f. Tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya alas Objek
Pajak yang dimohonkan pengurangan. kecuali dalam hal Objek Pajak
lerkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;dan

g. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan

Pasat 70
Dokumen pendukung yang dlgunakan untuk mengajukan permohonan

pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1).melipuli :
a. Permohonan berdasarkan Pertlmbangan kemampuan membayar Wajib

Pajak :
1. Wajib Pajak orang pribadi :

a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang Veteran Pejuang

Kemerdekaan, Veieran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda

Jasa 8intang Gerilya atau janda/dudanya berupa :
1) Folokopi Kartu Tanda Anggola Veteran, alau fotokopl sural

kepulusan tentang pengakuan. pengesahan dan
penganugerahan gelar kehormatan darl pejabat yang
berwenang;

2) Fotokopl /
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2) Fotokopi bukli pelunasan PBB tahun Pajak sebelumnya.
b) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang

penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga
kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi berupa
1 Folokopi surat kepulusan pensiun;
2 , Fotokopi slip pension alau dokumen sejenls lainnya,
3. Folokopi Kartu Keluarga .
4. Folokopi rekening llslnk , air dan/ lelepon;
5 , Folokopi bukli petunasan PBB latum Pajak sebelumnya:

c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya suit!
dipenuhi berupa
1. Sural Pemyalaan dari Wajib Pajak yang menyatakan baiiwa

penghasilan Wajib Pajak rendah,
2 Folokopi Kartu Keluarga
3 Folokopi rekening lislnk, air dan/ lelepon.
4 , Folokopi bukli pelunasan PB8 tahun Pajak sebelumnya;

d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual
Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibal perubahan
lingkungan dan dampak positrf pembangunan berupa :
1. Sural Pemyalaan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa

penghasilan Wajib Pajak rendah ;
2. Folokopi SPPT PB8 tahun sebelumnya ,

3 Folokopi kartu keluarga ;
4 . Folokopi rekening tagilian listrik , air/tagihan lelepon ,

5. Folokopi bukli pelunasan PBB tahun sebelumnya :
2 Wajib Pajak badan berupa :

a ) Folokopi Laporan Keuangan tahun sebelumnya;
b) Folokopi SPT lahunan PPh tahun Pajak sebelumnya,
c) Folokopi bukli pelunasan PBS tahun Pajak sebelumnya.

Permohonan berdnsorkan kondisr lerlenlu Objek Pajak :
1. Oalam hal Objek Pajak terkena bencana alam alau sebab lain yang

luar brasa berupa
a) Sural Pemyalaan dari Wajib Pajak yang menyalakan Objek

Pajaknya terkena bencana alam alau sebab lain yang luar brasa;
b) Sural Kelerangan yang mendukung alasan permohonan dari

Kepala Desa/Lurah selempat alau inslansl terkaii.
2. Objek Pajak pada lanah pertanian berupa :

a ) Surat Pemyalaan dari Wajib Pajak yang menyalakan Objek
Pajaknya adalah lanah pertanian;

b) Surat Kelerangan yang mendukung alasan permohonan dari
Kepala Desa/Lurah selempat alau rnslansi lerkait;

3. Objek Pajak cagar budays yang telah dilelapkan sebagai bangunan
dan/alau lingkungan cagar budaya berupa surat penetapan sebagai
cagar budaya

b.

Pasal 71
Dokumen pendukung yang digunakan unluk mengajukan Permohonan
pengurangan yang diajukan secara koleklif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t>9 aya! (2). melijrulr :

i) Permohonan ..../
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1) Permohonan Pengurus Legion Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat
alau pengurus organlsasl berupa :
a. Fotokopi Karlu Anggota Veteran liap-tiap Wajib Pajak;
b. Fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-liap Wajib Pajak tahun Pajak

sebelumnya;
2) Permohonan melalul Kepala Oesa/Lurah setempat berupa :

a. Sural Kelerangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala
Desa/Lurah setempat alau instansf lerkalt;

b. Fotokopi bukti petunasan PB8 liap-tiap Wajib Pajak tahun Pajak
sebelumnya;

Pasal 72
(1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhl

persyaratan sebagaimana dimaksud delam Pasal 69 ayal (1) dianggap
bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimb3ngkon.

(2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dianggap
bukan sebagai permohonan sehingga lidak dapat dipertimbangkan

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapal dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alau ayat (2), Kepala Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah dalam jangk3 waklu 14 (empat
betas) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebul dilerima, hanjs

memberilahukan secara tertulis dlserlai alasan yang mendasari kepada :
a. Wajib Pajak alau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara

perseorangan; atau
b. Pengurus LVRI setempat. pengurus organlsasi terkalt lainnya atau

Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara
kolektif .

(4) Dalam hal permohonan pengurangen tidak dapal dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) atau ayai (2). Wajib Pajak masih
dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang
memenuhl persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal
70.

Pasal 73
Kepala Dinas Pendapatan. Keuangan dan Assel Daerah bervrenang
memberikan Keputusan alas permohonan pengurangan Pajak yang
teruiang.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat berupa

mengabulkan seluruhnya atau sebahaglan atau menolak permohonan
Wajib Pajak.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlletapkan berdasarkan
hasil penellllan.
Wajib Paj3k yang tetah diberikan suatu Keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lidak dapat lagi mengajukan permohonan
pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

0)

(2)

(3)

(4)

Pasal 74 J
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Pasal 74
Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah dalam jangka
waklu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterjmanya permohonan
pengurangan, harus memberi sualu Keputusan atas permohonan
pengurangan
Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :
a. Tanggal terima sural pvimohonan pengurangan dalam hal

disampaikan langsung oleh Wajib Pajak atari kuasanya kepada
petugas Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah atari
pelugas yang ditunjuk; atau

b. Tanggal landa pengiriman sural permohonan pengurangan, dalam hal
disampaikan melalui pos ddengan bukli pengiriman surat.

Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lelah
terlampaui dan Keputusan belum dilerbitkan. permohonan pengurangan
dianggap dikabulkan dan diterbltkan Keputusan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak dalam jangka waklu paling lama t (salu) bulan
lerhilung sejak jangka waktu dimaksud beraklur .

( I )

(2)

(3)

BAB XI
TATA CARA PENGEMBAUAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 75
Kelebihan pembayar3n Pajak lerjadi apabila :
a Pajak yang dibayar lernyata lebih besar dari yang seharusnya

terutang.
b. Dilakukan pembayaran Paiak yang Udak seharusnya torulang
Wajib Pajak dapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas
Pendapalan, keuangan dan Asset Daerah unluk pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak.

0 )

(2)

Pasal 76
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) harus
memenuhi persyarat3n :
a. Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan

dan Assn! Daerah secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencanlumkan besarnya kelebihan pembayaran Pajak:

b Sural permohonan ditandalangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal
dilandalangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai
benkul :
1. Surat permohonan harus dilampin dengan sural kuasa. untuk •

a) Wajib Pajak Badan, atau
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran

P3jak menurut Wajib Pajak lebih besar dari Rp. 2 000.0000,-
(dua juta rupiah);

2. Sural permohonan harus dilampin dengan sural kuasa. unluk
Wajib Pajak dengan kelebihan pembayaran Pajak menurut Wajib
Pajak paling banyak Rp 2.000 000,- (dua juta rupiah);

(D

c. Permohonan /
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c. Permohonan dilampiri :
1. Fotokopi SPPT. SKPD. STPD;

2. STTS ash dan 5TTS lotokopl alau boku pembayaran sah lainnya:
3. 8uku lunas Pajak Tahun sebelumnya;
4 . Fotokopi Idenlitas Wajib Pa]ak alau Fotokopi Idenlilas Kuasa Wajib

Pajak dalam hal dikuasakan;

5 Nomor Tokening alas nama Wajib Pajak.

Permohonan pengembalian yang hdak memonuhi parsyaralan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai

permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan

(2)

Pasal 77
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah memberi

Kepulusan alas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat

(2) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak langgal

diterimanya permohonan;
Apabila dalam jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

lewal dan Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah tidak

memberi sualu Kepulusan, permohonan yang dtajukan oleh Wajib Pajak

dianggap dikabulkan dan dilerbilkan kepulusan sesual dengan

permohonan yang diajukan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai Ulang Pajak lainnya, keiebihan

pembayaran Pajak langsung dlperhllungkan unluk melunasi leriebih

dahulu Ulang Pajak dimaksud.
Pengembalian keiebihan pembayaran Pajak dllakukan dalam waktu paling

lama 2 (dua) bulan sejak dilerbilkannya SKPDLB dengan menerbilkan

Sural Perintah Uembayar Keiebihan Pajak (SPMKP).

( 1)

(2)

(3)

(4)

BAS XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 78

Ruang lingkup penghapusan Piulang Pajak yang menjadi kewenangan

Daerah melipuli kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda

adminlslralil yang tenunggak sampai dengan langgal lerakhir perhitungan

pembebanan ulang dan lelah tercantum dalam SPPT, SKPD. SKPDKB,

STPD. Sural Kepulusan Pembetulan. Surat Kepulusan Keberatan, Sural

Kepulusan Pengurangan. Penghapusan Sanksi Adminlstratif.

Piutang Pajak yan9 tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDK8, STPD,

Sural Kepulusan Pembetulan. Surat Kepulusan Keberatan. Sural

Kepulusan Pengurangan. Penghapusan Sanksi Adminlslralil berupa

bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak lersebul tidak

dapal atau tidak mungkln dilaglh lagl karena hak unluk melakukan

penagihan sudah kedaluarsa.

(1)

(2)

Pasal 79
Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT. SKPD. SKPDKB. STPD.
Surat Kepulusan Pembetulan, Surat Kepulusan Keberatan. Sural

Kepulusan Pengurangan. Penghapusan Sanksi Adminlslralil berupa

bunga dan/atau denda walaupun hak unluk melakukan penagihan belum

kedaluarsa dapat dihapuskan apabila Piutang Pajak Daerah teraebui lldak

dapat alau lldak mungkln dilaglh lagl.

(D

(2) Piutang J
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(2) Piutang Pajak yang lidak dapal alau lidak mungkin ditagih lagi
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalab .
a , Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak

meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris:
b Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi,
e Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan

Keputusan pengadilan dan dan basil penjualan harta tidak mencukupi
umuk melunasi Utang Pajaknya;

d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapal dilemukan lagi karena .
1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan lidak mungkin

dilemukan lagi berdasarkan Sum' Keterangan dari Kepala
Desa/Lurah;

2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk
selamanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.

(3) Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak dapat dilagih lagi sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) hurul d dibualkan berila acara pemeriksaan dan
diumumkan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan seiempal selama 14 (empal
belasjban kerja.

Pasal 80
(1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayal (2) terlebih

dahulu dilalausahakan sebagai Piutang Pajak dan lelali dilakukan upaya
lindakan penagihan berdasarkan Peraluran Perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Piutang Pajak yang lidak dapat atau tidak inungktn ditaglh lagi akan tetapi

belum kedaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayal (1)

terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daflar Cadangan
Penghapusan Piulang Pajak

Pasal 81
Piulang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayal (2) tidak dilakukan
lagi lindakan penagihan.

Pasal 82
(1) Pada setiap akhir Tahun takwim, Kepala Bidang yang membidangi

Piutang Pajak pada Dinas Pendapatan. Keuangan dan Asset Daerah
menyampaikan Daflar Usulan Penghapusan Piulang Piulang Pajak dan
Daltar Cadangan Penghapusan Penghapusan Piutang Pajak kepada
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah.
Daftar Usutan Penghapusan Piulang Pajak dan Daltar Cadangan
Penghapusan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) sekurang-kurangnya inemual :
a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak,
b Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak:
c. Nomor Objek Pajak;
d. Jenls Pajak;
e Tahun Pajak:
f, Jumlah Piulang Pajak yang akan dihapuskan;

g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan.
h Alasan dihapuskan.

(2)

(3) Penghapusan .. t
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(3) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh :
a. Bupali unluk jumlah sampai dengan Rp 5 000.000 000,- (lima miliar

rupiah),
b. Bupali dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyal Oaerah unluk

jumlah lebih dan Rp 5.000 000,000,- (lima miliar rupiah);

Pasat 83
Kepala Dinas Pendapatan. Keuangan dan Asset Oaerah setelah
menerima Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar
Cadangan Penghapusan Penghapusan Piulang Pajak segera membenluk
Tim unluk metakukan penelltian lerhadap Wajib Pajak yang ada dalam
Daftar Usulan dan Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
Pembenfukan Tim sebagaimana dimaksud pado ayal (1) diletapkan
dengan Kepulusan Bupati.
Dalam hal lertemu Kepala Dinas Pendapafan, Keuangan dan Asset
Oaerah dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negerl Sipil dan Jurusiia
Pajak unluk mendamplngi Tim,

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Wajib membawa Sural Penntah
Tugas yang diterbilkan Dinas Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah

(1)

(2)

. (3)

{< )

Pasai 84
Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasai 83 ayal (1)
disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapalan. keuangan dan Assel
daerah dalam beniuk laporan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) sekurang-kurangnya
memuat :

(1)

(2)

Nama Wajib Pa|ak dan Penanggung Pajak;
Al3mal Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
Nomor Objek Pajak (NOP);
Nomor

a.
b.
c.

dan langgal SPPT/SKPQ/STPDISurat Kepulusan
Pembelulan/Surat Kepulusan Keberalan/Surat Kepulusan
Pengurangan, Penghapusan Sanksi Adminlslrasl berupa kenalkan
bunga dan/alau denda;
Jenis Pajak Daerah;
Tahun Pajak;
Besamya Piutang Pajak yang akan dlhapuskan atau yang akan
dicadangkan unluk dihapus;
Tindakan Penagihan yang pemah dilakukan;

Alasan dlhapuskan atau dicadangkan unluk dlhapuskan; dan
Kelerang8n hasil penelillan adminlslrasl dan penelilian lapangan

d.

e.
f.
9

h.
I.
I

Pasai 85
Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piulang Pajak Daerah yang
lelah dilakukan penelilian, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan
Assel Daerah mengajukan permohonan penghapusan disertai
pertimbangan kepada Bupali.
Penghapusan Piulang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diletapkan dengan Kepulusan Bupali.

(I)

(2)

Pasai 86 7
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Pasal 86
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daeiah menyampaikan
petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat
(2) kepada Kepala Bidang yang membidangi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dan Kepala Bidang yang membidangi Penagihan
pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah.
Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
Kepala Bidang yang membidangi Penagihan pada Dinas Pendapalan.
Keuangan dan Asset daerah segera mongadministrasikan dan
menghapus Piutang Pajak dari Datlar Piutang Pajak Daerah.

(1)

(2)

BAB Xttt
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 87
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal
a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak atau NJOP lidak

sebagaimana mestinya; dan/atau
b. Terdapal perbedaan penalsiran Peraluran Pajak.
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara
a. Perseorangan atau kotektif untuk SPPT: atau
b. Perseorangan untuk SKPD

( I )

(2)

Pasal 88
Pengajuan keberatan secaia perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
a. Satu Surat Keberalan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD,
b Diajukan secara lerlulis dalam Bahasa Indonesia,

C, Diajukan kepada Bupati dalam hal Pajak Terutang lebih dari Rp.
500,000.000,- (lima ratus|ula rupiah) atau Kepala Dinas Pendapalan.
Keuangan dan Asset Daerah dalam hal Pajak Terutang paling banyak
Rp. 500.000.000,- (lima ratus jula rupiah),

d Oilampiri asli SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan;
e. Dikemukakan jumlah Pajak terutang menurul penghltungan Wajib

Pajak disertai dr-man alasan yang mendukung pengajuan
keberaiannya:

t Diajukan dalam jangka waktu 3 (liga) bulan sejak tanggal dilerimanya
SPPT atau SKPD. kecuati apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu lidak dapat dipmuhi karena
keadaan diluar kekuasaanny; dan

g. Surat Keberatan ditandatangaru oleh Wajib Pajak dan dalam hal
Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak
1 Harus dilampiri dengan Surat Kuase Khusus untuk Wajib Pajak

orang pnbadi dengan Pajak Terutang lebih dari Rp. 2,000 000 -

(dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan, atau
2. Harus dilampiri dengan Surat Kuasa untuk Wajib Pajak orang

pribadi dengan Pajak Terutang paling banyak Rp. 2.000 000,-
(dua juta rupiah).

Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :

(1)

(2)

3. Sale . . . I



a. Salu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
b. Diajukan secara lertulis dalam 8ahasa Indonesia;
c. Pajak yang lerulang untuk seliap SPPT paling banyak Rp. 200.000,-

(dua ralus ribu rupiah),
d. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel

Daerah;
e. Diajukan melalui Kepala Desa/Lura! selempat;
f. Dilampiri SPPT yang diajukan keberalan;
g. Mengernukakan jumlah Pajak yang terutang menuoil penghilungan

Wajib Pajak disertai alasan yang mendukung pengajuan
keberatannya;

b. Dia|ukan dalam jangka waklu 3 (liga) bulan sejak langgal
dilerimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala
Desa/Lurah setempal dapat menun|ukkan bahwa jangka wak(u itu
tidak dapal dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya

(3) Tanggal penerimaan Sural Keberatan yang dljadikan dasar untuk
memproses Surat Keberatan adalah:
a. Tanggal terima Surat Keberatan, dalam hal disampalkan secara

langsung oleh Wajib Pajak alau kuasanya kepada petugas Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah atau petugas lain yang
dltunjuk; atau

b. Tanggal tanda pengiriman Surat Keberalan dalam hal disampaikan
melalui pos dengan bukll pengiriman sural.

(4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagalmana dimaksud
pada ayal (1) hunjl c dan ayat (2) huruf d, pengajuan keberatan disertai :
a. Fotokopi Identitas Wajib Pajak dan fotokopl idenlilas kuasa Wajib

Pajak;
b. Fotokopi bukti kepemilikan tanah/rurnah;

c. Fotokopi izin mendinkan bangunan; dan/atau
d. Fotokopi bukti pendukung lalnnya.

Pasai 89
Pengajuan keberalan yang tidak memenuhl persyaralan sebagalmana
dimaksud dalam Pasai 68 dlanggap bukan sebagai Sural Keberatan
sehingge tidak dipertimbangkan
Datam hal penga]uan Keberalan tidak dapal dipertimbangkan lagl
sebagalmana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah dalam jangka waklu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan sural keberalan
hams membenlahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari
kepada :
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara

perseorangan; atau
b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara

koleklif,

Dalam hal pengajuan keberalan tidak dapal dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Wajib Pajak maslh mengajukan
keberalan kembali sepanjang masih memenuhl jangka waktu
sebagalmana dimaksud dalam Pasat 88 ayat (1) huruf f dan ayat (2)
huruf h.

0 )

(2)

(3)

Pasai 90 /
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Pasal 90
Unluk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapal meminta
keterangan secara terlulis mengenai dasar pengenaan dan/atau
perhitungan Pajak yang terutang kepada Bupati atau Kepala Dinas
Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah.
Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah
memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
liari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
Jangka waktu pemberian keterangan oleh Bupati atau Kepala Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah atas permintaan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu
pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1)
huruf f dan ayat (2) huruf h.

(D

(2)

(3)

Pasal 91
Kebeialan dapal diajukan apabiia Wajib Pajak telali menibayar p3ting sedikit
sejumlah yang diselujui Wajib Pajak.

Pasal 92
Kepata Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah berwenang
memberikan Keputusan atas pengajuan keberatan datam hal Pajak
Terutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Bupati berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan keberatan
dalam hal Pajak Terutang tebih dan Rp 500 000.000,- (lima ratus juta
rupiah)

(D

(2)

Pasal 93
Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2)
ditelapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabiia diperlukan
dapal dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan berdasarkan
Surat Tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
Dalam hal dllakukan penelitian di lapangan. Kepala Dinas Pendapatan,

Keuangan dan Asset Daerah terlebih dahulu memberilahukan secara
terlulis waktu pelaksanaan dr lapangan kepada Wajib Pajak

(1 )

(2)

<3>

Pasal 94
Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daetah
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (3) memberi suatu keputusan atas pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2)
Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah
besarnya jumlah Pajak Terutang.
Apabiia jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lelah
terlampaut dan keputusan belum diterbitkan. pengajuan keberatan
dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan
Wajib Pajak dalam jangka waktu palaing lama 1 (satu) buian terhitung
sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(D

(2)

(3)

(4) Da(am . .. ,/
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w Dalam ha1 Kepulusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam
SPPT atau SKPD. SKPDK8. Dinas Pendapatan. Keuangan dan Asset
Daerah menerbilkan SPPT alau SKPD, SKPDKB. baru berdasarkan
Kepulusan Keberatan lanpa merubah saal jaluh tempo pembayaran.
SPPT alau SKPD, SKPOKB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4 )
lidak blsa dlajukan keberatan.

(5)

Pasal 95
Dalam jangka waklu 12 (dua betas) lerhitung se)ak tanggal penerimaan Surat
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 94 ayat ( t ) Wajib Pajak dapal
menyampaikan alasan lambahan alau penjelasan tenulis sepanjang Surat
Kepulusan Keberatan belum dilerbilkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96
Apabila terdapat hal-bal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknrs Pelaksanaan
Pengelolaan Pajak Bum! dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Ini akan
diatur lebih lanjul dengan Kepulusan Kepala Dinas Pendapaian. Keuangan dan
Asset Daerah,

Peraluran Bupali ini mulal berlaku pada langgal dlundangkan. Agar setiap
orang mengeiahulnya. memerintahkan pengundangan Peraluran Bupatl ini
dengan penempatannya dalam Bertta Daerah Kabupalen Samosir.

Ditetapkan di Samoslr
Pada langgal 14 November 2013

BUPATI SAMOSIR
cap/dlo

MANGINDAR SIM80L0N
Diundangkan dl Pangururan
pada langgal 14 November 2013

SEKRETARIS DAERAH,
cap/dlo

Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KA8UPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL . 14 NOVEMBER 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENGELOLAAN
BANGUNAN
PERKOTAAN

PAJAK BUMI
PERDESAAN

DAN
DAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

(DEPAN)
e-

No. Formulit ["| I fl I I I I II lPEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDAPATAN. KEUANG/W DAN AS$£ T OAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)
Selaln yang di<$l oleh Pelugas (bangun yang diarslr )
diis> oJeh Wajib Pa|ak
Ben tanda silanq pada kplgm yang sesuai

OINAS PENOAPATAN. KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

I 11 Pe«eKaman Data | |2. Pemutakhlrgn Data [ |3 Pcnghapusan Data1 JENIS TRANSAKSI

DE/KGLm i i i i i i i r i i i M I I r r~n i
m i I I i M M M M r u n

PRV KAB KEC BLOK NO URITT KODE
2.NOP

3 NOP BERSAMA

A INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATABARU

m m r i i i M M M I I I M I I4. NOP ASAL

5 NO SPPT LAMA I I I I M
B DATALETAK OBJEK PAJAK

6 . NAMA JALAN 7. BIOK/KAV/NO
I I M I I I I I I I I I I I I I M I I l l I l l r I I I I I I I TI TT1

8 . DESA/KELURAHAN 10.RT
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i m m9.RW

C, DATA SUBJEK PAJAK

01.PEMIUK 2.PENYEWA Q3.PENGEIOLA 04 PEMAKAf s.LAINNYA

f~~13.PENSIUNAN*) 04BADAN (05.1AINNYA

14 . NPWP
I I 1 1 1 l l I I l l l l l l I I I I l l I M M l l l l I I l l I I I TT 1 I m

U.STATUS

Ql.PNS-) 2. ABRI- )12.PEKERJAAN

13 NAMA SUBJEK PAJAK

*15 NAMA JALAN 16. BLQK/KAV/NO
I I I I I 11 I 1 11 I 1 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M I I I m

10.RW 19.RT
MMI m m17 DESA/KELURAHAN

i i i n i i i i I I i i i i i
20.KODE POS l | | | |~|

21.NOMORKTP |~f j I I l l I I I I I I I I I
D. DATA TANAH

23 ZONA NlLAt TANAH ( I Il l M l l l l I 1 1 I22 1 L'A*? TANAH 1M2)

24 JEMS TANAH 01TANAH »BANGUNAN 02.KAVLING SlAP BANGUN 03 TANAH KOSONG

04>'ASILITA$ UMUM

Calatan : *) yang penghasilannya semaia-mala be»asat dari gaji atau pensiynen
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(BELAKANG)

E DATABANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F . PERNVATAAN SGBJEK PAJAK
Says menyatakan bahwa Infomasi yeng lelah *sya borikan dalam formuHr Ini lemiasuk lamplrannya adalah benar, Jelas dan lengkapmonurut keadaan yang sebenarya,

26 NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

27 TANGGAL 28. TANDA TANGAN

• Dalam hat bertindak selaku kuasa , Surat Kuasa dilampirkan
•Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak,, supayamenggambarkan SkaVDenahLokasl Objok Pajak- Batas pengembalian SPOP 30 (tlga puluh) l>ah sejak diterlma oteh Subjek Pafak.

G. IDENTITAS PENDATA'PEJABAT BERWENANG

PETUGAS PENDA!A MENGETAHUI PEJASAT YANG BERWENANG

29 TANGOAi (7GL/8LN/TNN> \ J | | | f [ "j 29.TANGOAL (TGU&lNfTHN) I | | J | | 1 [~

30.TANDA TANGAN 30 TANDA TANGAN

3KNAMA JELAS 31.NAMA JEIAS

32.NIP : 32.NIP
; • ni

KETERANGAN;

- Gambarkan sket/denah lokasi objck pajak
- (tanpa skala). yang dihubungkan jafan rayafjalan ptoiokol

Jalan llngkungan dan Iain-lain, yang mudah diketahul pmum
- Diberikan batas-batas pemilikan sebelahutara. selatan, limur danb$o\

CONTOH PENGGAMBARAN

SINAGAJUNTAK

PAKPAISAN

89



LAMPfRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)

(DEPAN)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJA K T~1 [No. Formulir [ LJ
1 JEWS TRANSAKSl | 11 Perekaman Dqig

1-1 Penilaian Individu
1 |2 Pemutakhlran Oala j |3 PenghapusanDala

PRV KAB DE/KELKEC BLOK KODEmNO URUTJ 1 I I [2 NOP ( 1 I I ]
3 JUMLAH BANGUNAN I 1 14 BANGUNANKE

A RINCIAN DATA BANGUNAN
| 11 Penjmah3n

( j4 Toko/ApotiWPasgr/Rpko

r |7 HotelAVIsma
j 110. Lain-lain

^]l3. Apartemen

I 116. Ggdur.g Sekolah

f |2 Perkantorgn

\ |5. Rumah SskWKhnik

I js Bengkel/Gedung/Perlanign
( 111 Bng TiiJak Kena Pajak
[ Jl4 Pompa Bensin

t ~]3 pabrik

l |6 Olga Raga/Rekreasi
I |9 Gedung Pemerintah
( 112. Bgngunan Parkir
I 115 TankJ Mmyak

5 JN5 PENGGUNAAN
8ANGUNAN

6 LUA$ BANGUNAN 7. JUMLAH LANTA1(M2)
fi, THN DJBANGUN
10.DAYA LISTRIK

TERPASANG
11 KONDISIPAOA

UMUMNYA
12.KONSTRUKSr

9 THN DIRENOVAS1 LJ.LH i I I I 1 I IWATT

| Hl Sanqal Balk

1 11 Baja

I 11.OeCTabor^aelorV
GigGlazur

| ~~]l. Kaca Aluminium

| 16 Tidak Ada

I 1V Warmer

I 11 ARustlk/JoH

1 tZBaik f Sedanq

| )3 Saiu Biasa
t |3.Qlg Blssa/

Slrap

I |3. 8a1u Bala/
Conblok

{ l4.Jorak

| H Kayu

| |4.Asbes

I |4 Kay\j

[ |2.8elon
[ |2.Gtg Baton/

Aluminium
| |5 Seng

j [5.Seng

13 ATAP

I l2,Be1on14.DINDING

f 13. Teraso

| )3 Tldak Ada

j l2 Keramik

I l2.Trip?ek/Asbes

Cj4.lfbinPC/ | |5.Semen
Papan

15.LANTAI

16.LANGIT.LANGIT

B FASIUTAS

[ ll.Ada 1 |2- Tidak Ada
j | 1Spirt | | [Window17 JUMLAH AC

*1B AC Central

LJ19 LUASKOLAM
RENANG (M2)

20 LUAS PERKERASAN HALAMAN (M?)

I I I I I 1Ringan JSerai1 ' ) l Diplestef

f 12 Deng3n Pelapis
I II 1 1 Isedanq | | j j | iDenqan

Penulup
LanlBi

21. JUMLAH
LAPANGAN
TENIS

OGN LAMPU TNP LAMPU 22JUMIAH LIFT

T 1 |Pemjmpanq
| | iKapsul

jBarang

23 JUMLAH TANGGA
] Belon j | |
] Aspat | | 1
] Tanah Liat/ j | 1

Rumput

0.30 M 1 T I
0 60 ML~

I

Lbr
[ Ubr

| [i.Hidran ( ]l-Ada | j2 Tldak Ada

| l?.Sprinklef f~ 11Ada | |2T«dakAd3

I |3 Fke Al LJ 1 Ada LJ 2 r,dak Ada

24.PANJANG PAGAR LI 25.PEMADAM
KEBAKARAN(M2)

BAHAN PAGAR 1 11 Daia/Besi | |2.Bata/

Betake

27.KEOAIAMAN SUMUR 1 1 1 !
ARTESIS

Li26. JML SALURAN
PES PABX
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(BELAKANG)

c fiATA TAM&AHAN < ?NTl IX iPfl = 1i P.
I IPABRIK/BENGKEL/GUOANG/PERTANIAN IJPS = yai

28 T 1NGG» KOlOM m I I I

23 OAVAOUKUNG
LAN7 A1

32 LUAS MEZZANINE

29 L&MBAR BENIENG (M» ! )

3 V K£UUNGOIN0lW (M){ [ )

I I I

n HAT A TAMRAMAN UrfiUK flANGUNAN NQM STANDARD

\ tPERXANTORAN SWASTA <JPB » 2/9 »
33.KELAS BANGkJNAN [^]».Kelas ^ HD* K#l** 2 (^} 3. K«l«t 3 *

| lTQXO/APOTIK,'?ASAR/ftOKO (JPB - 4)

l.Kd«1 I I?.Kclas 2 I 13 K«rfas 334 .KELAS BANGUNAN

| IRUMAH SAKITiKUNIK (JPB = 6)

35 KELAS BANGUMAN |~ll.K»lgg 1

35 IUAS KAMAR ONG
AC SENTRAl (M2)

I l?.KC1a!> 2 ^ 3. K«as 3 I M Kdu 4

37,LS RUANGAN LAIN DNQ
AC CENTRAL (M2> I I I 1 I1 I I

I lOLAH ff/>GA (JPp 3

33.KELAS BANGUMAN i IT.Koto T J I? Kelas ?

I iHQTELAvlSW (JPB« 7)

39. JEMS HOTEL

40. JUMLAH BINTANG

I I\.Non Resoi I 12. Resort

| fl. frrUarvj 5 I 12. flin<anft 4 I 13 8'lnU/ia 3 f~ |4. Blnt3»g 2 I jS.Npn

42 LUAS KAMAR DNQ
AC SENTRAL (142) f

43- TNP AC SENTRAl (M2)

1 I I I l
41 JUMIAHKAMAR II I I |

QeAiJGUNANPARKIR (JPB * 7 )

44.TIPE BANGUNAN r~>2. Too 3 I 13.Tre 2 4. hpe 1I 11. Tic* 4

OAPARTEMEN(JPB " 13)

46,KELAS BANGUNAN { 1?. Ke4«2 EZ>Kslai 3 *.KdM 4

42.LUAS APR ONG
AC SENTRAL (M2) I I 1 ' [ ] '

i ll.Kefas 1

46. TNP AC SENTRAL (M2)46. JML APARTEMCN

TAf(GK» MINYAK (JPB = 15)

I >2 Ot»*»h Tana*I 11. OiaUs Urvah49.KAPAS1TAS TAN0K1 50 LETAK TANGKI
(M3) )

I iGEOUNG SEKOLAH(JPB « 16>
51. KELAS BANGUNAN I ll K*lai 1 I l;. Ke<a> 2

* ~E PENILAI/'JJ INDIVIDUAL ( /. sooiTff&y

S3. NILA1 INDIVIDUAL I I I I I52. NILAI SISTEM r I \ I I I I \ I I I

F IDENTITAS PtNDAlA/PEJABAT BERWENA.NQ

MENGE7AHUI PEJAOAT YANG BERWENANGPETUGAS PENOATA

J 55 TANGGAL
PENElHIAN

I 1 1 t 154. TANGGAL KUNJUNGAN
KEMBALI

1 I 1

57. TAHDA TANGAN55 YANOA TANGAN

59,NAMA JELAS58. NAMA JELAS

fil.NIP60,NIP
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PETUNJUK PENGISIAN SPOP
UNTUK SUBJEK PAJAK

1. Jenis Transaksi
2. NOP
3. Jumlah Bangunan
4. Bangunan Ke

Diisi oleh pelugas
Diisi oleh pelugas
Diisi oleh pelugas
Diisi oleh pelugas

A. RINCIAN DATA BANGUNAN
5. Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Berilah landa silang (x) sesuai dengan

pemanfaatan bangunan saal ini. Apabila
penggunaan satu bangunan lebih dari satu
jenis, masing-masing penggunaan bangunan
menggunakan 1 (satu) lembar lampiran
SPOP sesuai dengan JPB-nya
Conloh ,
- Lantai basement untuk parkir (JPB = 12)

Lantai 1-6 untuk perkantoran (JPB = 2)
- Lantai 7 dan seterusnya untuk apartemen

(JPB = 13)

6. Luas Bangunan Isilah jumlah luas lantai bangui.un lermasuk
teras , balkon dan bangunan (ambahan
lainnya.

: Isilah jumlah lantai yang ada.
Cukup Jelas
Isilah dengan lahun terakhtr yang direnovasi.
Isrlah daya listrik sesuai yang terlera dalam
rekening.

: Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Benlah landa silang (x) sesuai dengan bahan
yang dlgunakan. Jlka bahan yang digunakan
lebih dan satu jenis , pilih/cantumkan bahan
yang utama/dominan.
Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan
yang digunakan. Jlka bahan yang digunakan
lebih dari satu jenis. pilih/cantumkan bahan
yang utama/dominan.
Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan
yang digunakan. Jika bahan yang digunakan
lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan
yang utama/dominan.
Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan
yang digunakan. Jika bahan yang digunakan
lebih dari satu jenis. pilih/c3nlumkan bahan
yang utama/dominan.

7. Jumlah Lantai
8. lahun Dibangun
9. Tahun Direnovasi
10. Daya Listrik Terpasong watt

11. Kondisi Pada Umumnya
12- Konstruksi
13. Atap

14 Dinding

15- Lamai

16 Langit-tengil

B. FASILITAS
17. Jumlah AC

AC Sentral
Luas kolam renang
Luas perkerasan halaman

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Isilah luas perkerasan halaman sesuai
dengan iypenya.

Konstruksi ringan .

Tebal rata-rala 6 cm, biasanya
menggunakan beton ringan

- Konstruksi sedang :
Tebal rata-rala 10 cm, untuk parkir mobil
pribadl. biasanya menggunakan beton,
aspal atau paving block.

- Konstruksi berat :
Tebal rata-rata lebih dari 10 cm,
menggunakan beton dllapis aspal, untuk

18.
19.
20.
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halaman pabrtk/induslrl
- Penutup lanlal misalnya : dengan keramik.

dll.
Cukup jalas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup|elas
Cukup jelas
Isilah sesuai dengan jumlah saluran telepon
(extension) yang dihubungkan dengan PA8X.
Cukup jelas.

21. Jumlah lapangan tennis
22. Jumlah llh
23. Jumlah langga berjalan
24 Panjang pagar, bahan pagar
25. Pernadam kebakaran
26 Jumlah/sal. Pesawal PA8X

27, Kedataman sumur artesis
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PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPOP
(UNTUK PETUGAS)

A RINCIAN DATA BANGUNAN
8 FAS1LITAS

; Diisi Wajib Pajak
Diisi Wajib Pajak

C DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8
28. Tinggi kolom
29 Lebar bentang

Diis> dengan tinggi kotom bangunan
Diisi dengan lebar bentang bangunan

Contoh

k < i (OUl

JchiM hi'tiUiiigleb«tt bciuany.

30. Daya dukung lantai
31 Keliling dinding
32, Luas Mezzanine

Oiisi daya dukung lanlai
Keliling dinding = 2 k (panjang + lebar)
Mezzanine atau lanlai antara adalah lantai
tambahan yang lerletak di dalam bangunan
dengan ketinggian 2 - 3 m dari lantai, danbiasanya digunakan untuk kantor atau lempat
penyimpanan baiang,

• Mezzanine

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANOARO PERKANTORANSWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JP8 = 2/9)
33 . Kelas bangunan Diisi kelas bangunan

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB = 4)
34 Kelas bangunan Oiisi kelas bangunan

RUMAH SAKIT/KUNIK (JPB = 5)
35. Kelas bangunan
36 Luas kamar dengan AC Central

DIISI kelas bangunan
Untuk mendopatkan luas, caranya dengan
mengaiikan jumlah umumnya kamar dengan
luas sesuai type masing-masing.
Diisi dengan luas ruangan selam kamar,
termasuk ruang kanlor dan ruangan-ruangan
yang lain

37 . Luas Ruangan Lain dengan AC senlrat

OLAHRAGA/REKREASI (JPB = 6)
38 Kelas bangunan Oiisi kelas bangunan

HOTEL/RE5TORAN/WISMA (JPB = 7)
39. Jenis bolel Non resort adalah jenis hob 1 yang biasanya

terdapat di dalam kola dan aklititas penghuni
umumnya dalam tangka bisnls.
Contoh : Hotel Indonesia - Jakarta, Hotel

Simpang - Surabaya, Hotel Tiara -Medan.
Resort adalah jenis hotei yang lokaslnya di
daerah-daerah lempal wisala dan aktifitas
penghuninya adalah dalam rangku liburan.
Conloh : Hotel Musa Dua

Parapal
Bali. Hotel

Danau Toba, Hole!
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Senggigl - Lombok.
Diisi sesuai dengan klasifikasi hotel
Di<si dengan jumlah seluruh kamar dan semua
type
Untuk mendapatkan Ijas caranys dengan
mengalikan Jumlah kamar dengan luas sesuai
type maslng-maslng. Ukuran kamar umumnya
Standard
Diisi dengan ruangan tain selain kamar,
termasuk ruang pertemuan, lobby dan
reslauranl.

40. Jumlah Bintang
41. Jumlah Kamar

42. Luas Kamar dengan AC Senlral

43. Luas Ruangan Lain dengan AC senlral

BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)
44. Type Sangunan Diisi type bangunan

APARTEMEN/KONDOMINIUM (JPB = t 3)
45 Kelas Bangunan
46. Jumlah Apartemen

Diisi kelas bangunan
Diisi sesuai dengan jumlah unil-uml apartemen
yang ada (bukan jemlah gedung).
Untuk mendapatkan luas, caranya dengan
mengalikan jumlah unit apartemen dengan luas
sesuai lype masing-masing Ukuran unit
apartemen umumnya slandard.
Diisi dengan luas ruangan lain selain kamar.
termasuk ruang pertemuan, lobby dan
reslauranl.

47. Luas Apartemen dengan AC Senlral

48. Luas Ruangan Lain dengan AC Sentral

TANGKI MINYAK (JPB = 15)
49. Kapasllas Tangkl Diisi sesuai dengan kapasilas tangkl yang ada

(penglslan kapasilas agar disesuaikan dengan
keadaan di lapangan).

: Cukupjelas50 Lelak tangki

GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)
51. Kelas Bangunan Diisi kelas bangunan

E PENILAIAN INDIVIDUAL
52. Nilai Sislem
53. Nilai Individual

Nilai hasil perhilungan kompuler
Kolom tni diisi unluk Objek Pajak yang
dlnilalnya dihltung dengan menggunakan
penilalan individual.

F IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG
Nornor 54 sl6 61 Cukup jelas.

BUPATI SAMOSIR
cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON
Diundangkan di Pangururan
pads langgal 14 November 2013

SEKRETARIS DAERAH,

cap/dlo
Ir. HATORANGAN SIMARMATA

PEMBINA UTAMAMUDA
NIP 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL 14 NOVEMBER 2013
TENTANG : PETUNJUK

PENGELOIAAN
BANGUNAN
PERKOTAAN

TEKNIS PELAKSANAAN
PAJAK BUM! DAN
PERDESAAN DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)

(DEPAN)

SPPT PBB
UUKAN MERUPAKAN BUKT1 KEPEMIUKAN

PEMERINTAM KA8UPATEN SAMOSIR
DINAS PENDAPATAN. KEUANGAN DAN ASSET OAERAH

AKUN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN
NOP .

KAMA DAN ALAMAT WAJI8 PAJAKLETAK OBJEK PAJAK

tOTAL NjflPW08JEK PAJAK

:

1I J i
NJOP Sebagai Dasar Pen geoaan PBB
NJOPTKP (NJOP TXJafc Kena Pajak
NJOP untllk penghitungan P0B
PBB yang Te/liutang

PAJAK BUM!OAN BANGUNAN VANG MARUS DIBAVAR|Rp)

TGL JATUH TEMPO
TEMPAT PEMBA YARAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN.
KEUANGAN DAN ASSET DAERAJH

• '

NAMAWP
leiak Ob/ek Pa/ak

Diterlma tgJ
Tanda TanganKecamaian

Desa/Kelyrahan
NOP
SPPT Tabuo/Rp

>( .
71NAMATERANG

• •
• , -
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(BELAKANG)

P E R H A T I A N
V Apabila dalam SPPT lerdapal hal-bal yang mcragukan (coretan,tip-ex. dan Iain-lain).

Wa|ib Pajak dapal menghubungl Dmas Pendapalan, Keuangan dan Assel Daerah
Kabupaten Samoslr.

2. Pajak yang terhulang hams dibayar sekallgus selambaMambalnya 6 (enam) bulan sejak
langgal dilerimanya SuralPemberilabuan Pa)3k Terhulang (SPPT) mi.

3 Pajak yang terhulang hanya dapal dibayar pada Tempai pembayaran yang dilenlukan
pada SPPT ini.

4. Bukli pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah
a) Sural Tanda Terima Seioran (STTS) untuk pembayaran secara langsung alau melplui

petugas pemungul.
b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektromk bagl pembayaran Pajak

secara eleklronlk.
5. Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan trasfer/pemindahbukuan/pengiriman

uang melalul Bank/Kantor Pos, agar mencanlumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek
Pajak, NPWP dan Kode Akun.

6. Paj3k yang lertiutang yang udak dibayar pada langgal jaiuh tempo, dlkenakan sanksl
sebagai berikut:
a. denda edministrasi 2% sebulan dari jumlah Pajak yang lertiutang yang lidak dibayar.

<
I
3
i s< z

tuJ
D Q-m —§ 5dan
$ 2b. dilagth dengan STPO. dan dalam hal lidak dilunasl. ditarjutkan dengan Sural Paksa

yang diikuli dengan penyitaan dan pelelangan alas kekayaan Wajib Pajak.
Keberalan alas |umlah Pajak yang terhutang pada SPPT Ini dapal diajukan ke Dinas
Pendap3lan.Pendapalan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samoslr dalam jangka
waklu 3 (liga) bulan selelah dilerimanya SPPT Ini.
Penmohonan pengurangan Pajak yang diseb3bkan karena kondlsl lertentu objek Pajak
yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan alau karena sebab-sebab lerleniu
lainnya.harus diajukan paling lambal 3(ligaj bulan (erhitung sejak :
a dilerimanya SPPT ini.
b. lerjadi bencana alam alau sebab-sebab lain yang luar biasa.
Baias waklu tersebul pada bulir 7 dan 8 dapal diperpanjang |ika Wajib Pajak dapal
membuktlkan bahwa hal tersebul diluarkekuasaannya.

10 Pengajuan keberalan. banding dan pengurangan, lidak menunda keWsiiban membayar
Pajak.

11. Apabila objek Pajak dipmdahlangankan kepeda pihek lain, baik seluruh alau sebagian.
Wajib Pajak harus melaporfcan ke Dinas Pendapalan, Keuangan dan Assel Daerah
Kabupalen Samoslr lerkalt.

12. NJOP sebagai d3sar pengenaan PBB pada SPPT mi dapal dipergunakan sebagai dasar
pengenaan Bea perolehan Hak Alas Tanah dan alau Bangunan sesuar dengan kelentuan
Pasal 4 ayal (3) Peraturan Daerah Kabupalen Samosir Nomor 9 Tahun 2011 lenlang Bea
Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan.

13. Apabila langgal jaiuh lempo lenulls langgal •

a. 31 oklotober. maka bulan t selelah jaiuh lempo adalah langgal l November s/d langgal
30 November.bulan II adalah langgal I Desembor s/d 31 Desember.dsl.

b. 10 Oklober. maka bulan 1 selelah langgal jaiuh tempo adalah langgal 11 Oklober s/d
langgal 10 November.bulan II adalah langgal 11 November s/d 10 DesemberidsL

$ <7 .

ffiP 00
8
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h cr
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DAFTAR H1WPUNAN KETETAPAN PAJAK & PEMBAYARAN (DHKP)

(SAMPUL DEPAN)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Ji Raya Rraniate KM 5,5 Par*juruar>
Ko<Je Pos 22392

Tgjp
Fr» X .

•(0626) 20921
<0626) 20921

DHKP
(DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK & PEMBAYARAN

8UKU
TAHUN

: XXX
: 20XX

PROPINSJ
KABUPATEN
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

SUMATERA UTARA
SAMOSIR
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

(HALAMAN KESATU)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

DHKP
(DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK S PEMBAYARAN)

(PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)
BUKU XXX

fAHUN

TANGGAL TERBIT

PROPINSI
KABUPATEN
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

(ISI DHKP)

Tempal Pembayeran : XXXXXXXXXXX
Propinsi
Kabupaten

Kecamaian : XXXXXXX
Kefurahan : XXXXXXXSumatera Utarg

: Samosir

ALAMAT
OBJEK PAJAK
WAJIB PAJAK

NAMA
WAJIB
PAJAK

PAJAK
TERHUTANG

PERIJ8AHAN
PAJAK

TANGGAL
BAYARNOMOR NOP NOMOR INDUK

<*
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r©te< Halaman ini
Total Sampal Denqaft Halaman Ini

SPESIFIKASI TEKNIS SPPT DAN DHKP

DHKPSPPT DOUBLE SPPT ENGKELKRITERIAMO
8" x 14,9'
2 lembar SPPT
80 gram
Tercetak
berururan
didepan
Slandar SPPT
HVS
Atas = 31 mm
Bawah = 5 mm
Kiri = 19 mm
Kanan = 19 mm
a/Wk/k=4 mm
30 buah/set
4 mm

14 , 9' x 11"
4 ply DHKP
50 gram

Ukuran (px1) 1 sel
Jurnlah ply/lembar dalam 1

14,9' x 14,9'
4 lembar SPPT
80 gram
Tercelak
berururan
dldepan
Standar SPPT
HVS
Alas - 31 mm
Bawab = 5 mm

Kiri = 19 mm
Kanan = 19 mm
a/Wk/k=4 mm
30 buah/set

4 mm

1.
2 .
3 set

Beral Kertas 1 lembar/set/ply
Nomor Seri

4,

Polos 8erlogo
HVS
Alas = 31 mm
Bawah = 5 mm
Kiri = 19 mm
Kanan = 19 mm
a/b/Wk=4 mm
30 buah/sel
4 mm

Oesaln
Jenls Kertas
Garis terluar Irame desain

5
6.
7.

Lubang CF lerluar
Jumtah lubang CF/sel

Diameter lubang CF

8
9
10.

BUPATI SAMOSIR

cap/dto

MANGINDAR SIMBOION

Dlundangkan di Pangururan
pada langgal 14 November 2013

SEKRETARIS DAERAH.
cap/dlo

Ir , HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284
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LAMP1RAN 111 PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2013
TENTANG . PETUNJUK TEKNIS

PENGEIOLAAN
BANGUNAN
PERKOTAAN

PELAKSANAAN
DAN
DAN

PAJAK BUM!
PERDESAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (P8B-P2)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDAPATAN. KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Jf RIANIATE KM 5 .5 PANGURURAN
TELP/FAX (0626) 2091

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Nomor
Tanggal Ffenorbitan

Tahun Pajak
Kode Rek

LETAK OGJEKPAJAK f IAMA DAN ALAMAT WAJIBPAJAK

Alamat
Oesa/Kelurahan
Kecarretan
Kabupaten

Alsmal
Desa/Kelurahan
KacamBlan
Kabupaten

NOP NFWPD

DATA OBJEK PAJAK
KUOPHzKivCIRp) NJOP {Rp)OBJEK PAJAK 'KHAS'LUAS (MZ)

BANGUNAN
TOTAL NJOP

PERJfTUNGAN OBJEK RAJAK
i. sebagal dasar pengenaan Total N/«r)
Y talai Jual Ojek Rajak IWak Kena H8jak (rsLWhlKF)
d KlJOPuntuk perhitungan FUfcJ (angka 1 - angka 2)
4. hub Terutang ( Tarit % x angka 3 )

Sankst Adirinfslrasi

TV
TV
TV
W

a Bunga Pp
b Ltenda TV
cKenaiRan

b Jurrtah Sanksi Admnjstrasi (a*b*c)
7 Juiriah yang hgrus dibayar {angkaT angka 6)

TV
TV

Terbilang

20Tanggal Jatuh Tenpo Rjngururan

Kepala Dinas Ffencfapalan.Keuangan
dan Asset Daerab

raP,

potong dis ini
Diterimg tgl, . .. .. . TahunNama WP

NEWPD
NOP
Nj STPD
Tanggal Penerbrtan

Rjnerirra

Nama Lengkap dan tanda langan
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SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)
PAJAK 8UMI DAN 8ANGUNAN PERDESAAN OAN PERKOTAAN (P8B*P2)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDAPATAN. KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

JL RIANIATE KM. 5 5 PANGURURAN
TELP/FAX 106261 2091

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG 8AVAR {SKPDKB )
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PB8-P2)

Nomor
ITgnggef Penert>(^n

Tatiun Pa]ok
Kode Rok

LETAK OBJEK PAJAK

AJamat
DesaJKeJurahan
Kecamatan
Kabupatcn

JAWA DAW AiAMAT WAJJfl PAJAK
AJpTnal •

Oasa/Kelurehan
Kecamaian
Kabupaien i

NOP NPWPO
DATA 08JEK PAJAK

OBJEK PAJAK KtLAS NJQP PER M2 (Rp)LUA5 !M2) NJQP (Rp)
auwi
BANGUNAN

TOTAL NJOP
PERHITUNGAN OBJEK PAJAK
l,NJQP tebagai dasar pengenaan PBQ (Total NJOP)" RP .
2, Nila. Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
J NJ6P unluk paf l̂tungan PBB (angka I - angka 2)
•1 P6BT

Rp*

RP:
RPerulang (Tarif ...% x angka 3)

Pajak/Pajak yang teiah dibayarkan Rp5 Kredit
6 Jumlah Pajak yang ttdak/kurang Bayar {angka 4 - angka S) Kp
7 Sanksl AdmbialrasJ

a.Bunga Rp
b.Oeada RP
c. Keoaikan Rp-

fi Jiwnfah Sante! Adir - inistrasi (a*b*c)
9- Jumteh yang rnas.h harus dibayar {angka 6 angka 8)

Rp.

Terbllang •

Tanggal Jatub Tempo ; 20Pangururan

Kepala Dinas Pendapaian, Keuangan
dan Asset Daoran%

NJP,

«
pdong dlsinl

Nama WP
NPWPt)

DiierTmatgT Tahyn

Penarima
NOP
No. STPD
Taoggat Penertttan

Mama lengkap dan tanda tangan

Diundangkan di Pangururan
Pada langgal 14 November 2013 BUPATI SAMOSIR

cap/dlo
MANGINDAR SlMBOLONSEKRETARIS DAERAH,

cap/dlo
Ir . HATORANGAN SIMARMATA

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 196603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR “ 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2013
TENTANG . PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENGELOLAAN
BANGUNAN
PERKOTAAN

PAJAK BUMI DAN
PERDESAAN DAN

SURAT TANDA TER1MA SETORAN (STTS)

(DEPAN)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)
Tempar Pembayaran
Telah menprima pembayaran P8S Th
Mama Wajib Pajak
Letafc Objek Pajak

]r darl .
Kecamatan
Desa/KeHjrahan

Nomof SPPT (NOP)
Sejunlah Rp[

Tangjal Jaluh Tompo
Jumlah yang harus ditoayar (lermasuk dendal jika pembayaran
dllakukan pads bvlan ko (selelah tanyyal Jalub tempo ) 1

I XIII
£ II XIV
? M XV

IV XVI%
V xvu
Vf XVfJIL

vir XIXI VIM XX

5 IX xxt
xxuX

xr XXWI
XI* XXIV

Tends TerimaTanygal Pembayaran LT '

dan
Cap Banfc/PosJymfob yang dibayar l.B •

ftp[ ]

(BELAKANG)
m

PERHATIAN

1. STTS merupakan buktr pembayaran PBB yang sah .Untuk kepeniingan Wajib
Pajak sendiri.slmpanlah STTS dengan balk

2 Atas pembayaran Pajak Tertiutang PBB, tidak dikenakan Bea Maiererai sesuai
pasaf 4.e UU No, 13 Tahur* 1985 tentang Bea Materar.

PENJELASAN

Apabila tanggal jatuh tempo tanggat 31 Oktober. maka yang dimaksud dengan
bulan ke- l adalah tanggaf 1 November s/d langgal 30 November , bulan ke-ll
langgal 1 Oesember s/a 31 Desember.dst.
Apabila tanggal jatuh tempo langgal 10 oktober, maka yang dimaksud dengan
bulan ke-1 adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November,bulan ke-ll
adalah tanggal 11 November s.d. 10 Desember.dsl.
L.T. adalah Luas lanah dalam M2.
L.B. adalah Luas Bangunan dalam M2.

2

3
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LEMBAR UNTUK DISPENKA. ARSJP KEUANGAN DAN BANK

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
QINAS PENPATATAN , KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

SURAT TANOA TERIMA SETORAN (STTSI
Tompat Pembayatan
TeJah menerima pembayeran P0B Tn.
Nama Wajib Pajak
Letak Objek Pa|ak

:
dan ,

KM.amelan
. Di^d/Kelucabeft

Npmof SPPT (NOP)
Sejumiah

Tanpgal Pembayaran

]. Re.[

Tanda Tarima
: Rp [yang dilayar dan

Cap Bank/Pos
lembar uoluk Oispaoka

Tanggal Pemfcayaran
Tends Tynma

yang dibsyar Rp-L dan
Cap BanWPos

Lembar unluk Arsip Keaangan

NTAH KABUPATEN SAMOS!?*ENDAPATAN.KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

M
Tempal Pembayaran :
Telah manerima pembayaran PB& Th [
Nama Wajib Pajak
lelak Objek Pajak

dari.

: Kecamatan
: Desa/Kelurahon

Nomor SPPT (NOP)
Sejumlah

Tanggal Pembayaran

: Rp[ ]

landa Terima
yang dikayar Rp[ dan

Cap Bank/Pos
Lembar uniuk Bank

SPESIFIKASI TEKNIS SITS

STTSKRITERIANO
14,9" x 12"

| 3 lembar STTS
80 gram
Tercetak berururan dibelakang
Slandar STTS
HVS
Alas “ 31 mm
Bawah = 5 mm
Kiri = 19 mm
Kanan - 19 mm
a/b/k/k=4 mm
30 buah/sel
4 mm

Ukuran (px1) 1 sel
Jumlah ply/lembar dalam 1 sel
Berat Kertas 1 lembar/seiyply
Nomor Sen
Desaln
Jenls Kerias
Garis terluar frame desain

1.
2 .
3.
4 ,

5.
6.
7 .

Lubang CF terluar
Jumlah lubang CF/sel
Diameter lubang CF

8.
9.
10 .
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SURAT SETQRAN PAJAK DAERAM

lembar ke -1
Uniuk Wajib Pajak

sebagai bukti
pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENOAPATAN. KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

JL RAYA RfANiATE KM 5.S PANOURURAN
TEUP/FAX (0626J 20921

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEROESAAN DAN PERKOTAAN

0A l Nama WajibPajak
2 NPWP
3 Alamat Wajib Pajak

2)
3)

«)8 1 Worno< Qbjek Pajak

5)2 lelak Objek pajak

Kelurahan/Desa
Nomor Ketetapan Pajak

Kecarr'iatan
Kode Pos

C . 1.Jenls Ketelapan Pajak
2. Nomor Kelclapan Pajak 6) lanun

01 1 1»). 7)

9)D. UraianPembayaran

E Jumteh Pembayaran Tarbtlang . 13)

1»)- Pokok Pajak
•Denda Admlnisiratlf
Jumlah

• Rp
Rp 11)

T77RQ

F. Kode Rek 14)

Untuk disetorkan/dipindahbukukan ke RekeningKa$ Oaerab
Nomor Rekening

15)

Drterima oieh Penerimaan Pembayaran
16)

Wajib Pajak/Penyetor
• 1«' ...»• *g< 18)

nd rid

... .Nama Jelas ..... . 10).Narna Jelas . .. 17)

Ruang Validasi Penerima Pembayaran 20)

Ke \ :

Lembar ke* 1
Lembar ke-2
Lembar ke-3

: Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran:
: Untuk Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah;
:Untuk Bank sebagai tempal pembayaran.
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PETUNJUK PENGISIAN SSPD

Diisi dengan Nama Lengkap Wajib Pa|ak.
Dllsl dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Diisi dengan alamal lengkap lempal linggal/kedudukan Wajib Pa|ak .
Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
Diisi dengan alamal lengkap lokasl/letak Objek Pajak.
Diisi dengan jenis Keletapan Pajak (SPPT/SKPD/STPO PB8-P2) yang dibayar.
Diisi dengan Nomor Sural Keletapan Pajak (SPPT/SKPD/STPD PBB) yang dibayar.
Diisi dengan t3hun Pajak darl ketelapan Pajak (SPPT/SKP/STP P8B) yang dibayar.
Diisi dengan uraian jtka diperlukan uniuk memperjelas jemsAnaksud pembayaran

Diisi dengan besamya pokok ketelapan Pajak dalam SPPT/SKP/STP PBB.
Diisi dengan besarnya dende administrasi
Dllsl dengan basil penjumtahan alas besamya pokok ketelapan Pajak dan denda

administrasi.
Diisi dengan besamya total pembayaran dalam hurul
Diisi dengan Kode Rekenlng Pajak.
Diisi dengan nama Bank tempat dllakukan pembayaran.
Diisi dengan langgal dilakukan pembayaran.
Diisi dengan nama lengkap dan tanda leng3n pelugas penerima pembayaran pada

Bank Persepsl P8B dan dibubuhl cap/slempel resml.
Dllsl dengan tempat/lokasi dan langgal penglslan formullr SSP PBB.

Diisi dengan nama lengkap dan tanda langan Wajib Pajak atau Penyelor serta

dibubuhi cap/stempel resml.
Diisi sesuai dengan keperluan pleh Bank Penerima Pembayaran.

1)
2)
3)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12 )

13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)

20)

BUPATI SAMOSIR
cap/dto

MANGINOAR SIMBOLON

Dlundangkan dl Pangururan
pada langgal 14 November 2013f t

SEKRETARIS DAERAH.
cap/dlo

Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL . 14 NOVEMBER 2013
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENGELOLAAN
8ANGUNAN
PERKOTAAN

PAJAK BUMI
PERDESAAN

DAN
DAN

5URAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAVARAN

Nomor
Silat
Lampiran

Pangururan. .
Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan
dan Asset Daerah

20 . .

Hal
di-

Terripat

Yang berianda tangan di bawah ini :
Nama ;
Alamal :
NPWPO
NOP
Sertindak selaku : Q] Wajib Pajak

I I Pengurus Kuasa dan Wajib Pajak
Nama
Alamal

Menyaiakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan :
| | SK Keberatan
( | Putusan banding
I l Putusan Peninjauan Kembalf

| | SK Pembeluiann SKPD
SKPDKB
STPD

Nomor Ketetapan/
Sural Tagihan

Keputusan/ Putusan/
Peninjauan

JurrtJah Pajak Yang
Masih Harus Dibayar

(Rp)

Tanggal Jatuh
Tempo

Pembayaran
Jenis
Pajak

Tahun
Pajak

Terhadap Utang Pajak tersebut di alas, saya mengajukan permohonan unluk :
a Mengangsur Pembayaran Pajak sebesar Rp dengan Kelenluan

. kali, dan
; atau

a. Masa Angsuran
b. Besamya Angsuran

b. Menunda Pembayaran Pajak sebesar Rp.
Karena saya mengalaml kesuillan likuiditas (posisi Kas. Bank dan Utang Piutang
per tanggal
kekuasaan ') dengan bukti berupa

. s/d tanggal

) /mengalaml keaadaan dlluar
(terlampir)

Unluk memenuhl persyaralan, saya bersedia memberikan jaminan berupa
I I Bank Garansi
I 1 Surat/Dokumen Bukti kepemilikan Baiang Bergerak
I | Penanggungan utang oiab pihak ketiga
I I Sertifikal tanah dan/alau bargunan.dan/atau
I I Serlifikat deposiio

Pemohon

Keterangan
*) Corel yang ikfak perlu
Bert landa pada x pada 1 )
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SURAT PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPUTUSAN KEPALA OINAS PENDAPATAN KEUANGAN OAN ASSET DAERAH
NOMOR

TENTANG
PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

8ERDASARKAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

: Sural permohonan mengangsur pembayaran Pajak nomor
yang diajukan oleh Wajib Pajak ....

NOP

Membaca
tanggal
NPWPD Rp.sebesar

Menimbang : bahwa selelah dllakukan penelitlan, alasan dan bukti yang disampalkan oleh Wajib
Pajak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur kekurangan pembayaran
Pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Sural Tagihan Pajak. sural ketetapan
Pajak. Sural Kepuiusan Pembetulan. Surat Kepuiusan Keberatan. Puiusan Banding,
alau Puiusan Penlnjauan Kembali telah memenuhi persyaralan sebagalmana
dimaksud dalam Peraluran Bupali Samoslr Nomor
Pemungutan Pajak Buml dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan.Tahun 2013 tenlang Tata Cara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Oaerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50-49);

2 Peraluran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tenlang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan;

3. Peraluran Bupali Samosir Nomor Tahun 2013 lentang Tata Cara Pemungulan
Pajak Buml dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan ; bahwa berdasarkan penelitlan lerhadap permohonan Wajib Pajak
Nama
Alamal
NPWPD
NOP :
Oengan Ini diberikan persetujuan untuk mengangsur kekurangan Pembayaran Pajak

Tahun Pajakberdasarkan Nomor
sebesar Rp.

kail dengan ketentuan sebagal berikut ;
sebanyak

Jatuh Tempo
PembayaranAngsuran (Rp) BungaAngsuran ke

Bunga ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah

, 20 .Panguruan
Kepala Dinas Pendapaian. Keuangan
dan Asset Daerah

Nama
NIP.
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SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NOMOR

TENTANG
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

BERDASARKAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Membaca : Surat permohonan Penundaan Pembayaran Pajak nomor .

langgal yang diajukan oleh Wa|ib Pajak
NPWPD

. sebesar Rp
NOP. sampai denganlanggal . . .

Menimbang : batiwa setelah ditakukan penelitian, alasan dan bukli yang disampaikan oleh WajibPajak dalam mengajukan permohonan unluk menunda pembayaran Utang Pajakberdasarkan
dalam Peraluran Bupali Samosir Nomor
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

. .. lelah memenuhi peisyaralan sebagaimana dimaksud
Tahun 2013 lenlang Tala Cara

; t . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 lentang Pajak Daerah dan RelribusrDaarah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraluran Daerah Kabupalen Samosir Nomor 3 Tahun 2013 lentang Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan;
3 Peraturan Bupali Samosir Nomor Tahun 2013 lenlang Tala Cara PemungutanPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan.

Mengingal

MEMUTUSKAN ;

M ' " lubkan : bahwa berdasarkan penelilian lerhadap permohonan Wajib Pajak
Nama :
Alamal
NPWPD '

NOP :
dengan ini diberikan persetujuan
berdasarkan Nomor
jaluh tempo pad3 langgal
kelenluan sebagai berikul :
1. ditunda sampai dengan langgal
2. dikenai sanksi adminislrasi berupa bunga sebesar Rp

untuk menunda pembayaran Pajak
Tahun Pajak

sebesar Rp ..
... yang
dengan

;dan

20 ..Panguruan
Kepala Dinas Pendapalart, Keuangan
dan Asset Daerah

Nama
NIP. .

Keleranyan
*) Corel yang lidsk porlu
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SURAT PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEM8AYARAN PAJAK

KEPUTUSAN KEPAIA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
NOMOR

TENTANG
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN') PEMBAYARAN PAJAK

KEPALA OINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

. Sural permohonan unluk mengangsur/rneounda') pembayaran Ulang Pajak
Nomor

diajukan

Membaca
berdasarkan

Wajib Pajaktanggal. olehyang
NPWPD NOP

sebesar Rp.

Menimbang : babwa selelah dilakukan peneliban, lemyata alasan dan bukb yang disampaikan oleh
Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur/menunda”)
pembayaran Ulang Pajak tidak memenuhi persyaralan sebagaimana dimaksud
dalam Peraluran Bupail Samostr Nomor
Pemungutan Pajak Buml dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Tahun 2013 lentang Tata Cara

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lenlang Pajak Daerah dan Relribusi
Daerah (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5049);

2. Peraluran Daerah Kabupaten Samoslr Nomor 3 Tahun 2013 lenlang Pajak Buml
dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan;

3. Peraluran Bupail Samoslr Nomor Tahun 2013 lentang Tola Cara Pemungulan
Pajak Buml dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengmgat

MEMUTUSKAN :

: bahwa berdasarkan penetilian lerhadap permohonan Wajib Pajak
Nama :
NPWPO :
NOP
Alamal

Menetapkan

Alas Ulang Pajak berdasarkan :

Nomor Keletapan/
Surat Tagihan

Keputusan/ Pulusan/
Penlnlauan

Jumlah Pajak Yang
Maslh Harus Dlbayar

Tanggal Jatuh
Tempo

Pembayaran
Jenis
Pajak

Tahun
Pajak (Rp)

dengan ini dinyalakan dilolak

Panguruan
Kepala Dinas Pendapalan. Keuangan
dan Asset Daerah

20 ..

Nama
NIP...

8UPATI SAMOSIR
cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 14 November 2013

SEKRETARIS DAERAH,

cap/dto
Ir. HATORANGAN SIMARMATA

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP, 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284
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LAMPfRAN VI PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2013
T6NTANG : PETUNJUK

PENGELOLAAN
BANGUNAN
PERKOTAAN

20 TAHUN 2013

TEKNIS PELAKSANAAN
PAJAK BUMI DAN
PEROESAAN DAN

SURAT TAGINAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDAPATAN. KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

JL RAYA RIANfATE KM 5.5 PANGURURAN
TELP/FAX 10626) 20921

TAHUN

SURAT TAGiHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN (P8B-P2 1NOMOR
TANGGAL

RpJumlflh Pajak Terulang
yang masih horus dibayar IDengan huruf

Letak Obiok Paiak Nama dan Alamat Walib Paiak
Letak Objek Pajak
Kecamalan
Desa/Keluraban
Alamat

Alamgt
Desa/Keiurahan :
Kccamatan ;
A l i m ,.1 :

NOP • NPWPD :
Rincian Paiak Terutonq

Paiak Teoilanq menurul SPPT /SKPD') Tahun1 I? -.; 'Teiah dibayaf tanqaal2. RD.3 Peryurangon
4 Jumlah yang dapat dipothitungkan (anqka 2 ongka 3) Rp.
5 Psiak yang kurang diboyor (arvoka 1 • angka 4k8 Sanksi adminlstrasi 2 % x buian x (angka 5)

% K Rp7 'Jundn (aogka 2) Rp.Pejak yang masih harus dibayar (5»6 »7 )8
K£

Tanggal Jalun Tempo: Tempat Pembayaran

PERHATtAN
TahunPangururon. . .

Keppla Dinas Pendapatan. Keuangan

1- STFD ini hams dilunasl paling lembat 1 jsatu) bulan s*jak
dHerbitkan

7 Apabile setetah lewat tanygal jaluh tempo utang pajak
belunt dilunasl. rnaka tindakan penaglhan akan
dilanjulkan dengan penerbilan Surat Paksp, Pafaksanoan
Sita dan Letang

dan Asset Daerah

Tllr

Potong dlslnt

Diterlma tgb Tahun
Nama Wf
NrWPB
NBP
No. STPB
Tgnggal Penerbllan

Penerims

Noma l.̂ ngkap dan tanda tangan

Diundangknn di Prrngururan
Pada langyyl 14 November 2013 BUPATI SAMOSIR.

CAP/DTO
MANGINDAR SIMBOLON

SEKRETARIS DAERAH.
cap/dto

fr. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284
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LAMPIRAN VH PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2013
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PENGELOLAAN
8ANGUNAN
PERKOTAAN

PAJAK BUMI DAN
PERDESAAN DAN

SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENOAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

JL.RAYA RIANIAT6 KM. 5,5 PANGURURAN
TELP/FAX 0626 (20921)

Tahun

Kepada .
VIA BapaMbufSdr

SURATTEGURAN
Nome* :

Manurui del3 kami, tungga saat >ni Sawders me$lh mempunyal Tjnggaknn Pejak sebagai barikut

No. dan tanggal STPD/ SKPD/ SK Kebaniton/
SK Pembetulanl Puiusan Banding)'

Jurrdah Timggakdn
Pajav. (Rp)I* Pa|ak Tanjn Peiak Tanggal Jatuh Tempo

Jurolatn

Oengan hunjf . f.
)

Untuk mencegah lindakan pengglhan dervgan Surat Paksa, maka dlmfnta kepada Saudara agar melunasi jomlah Tunggakan
dalam Jangka waktu Jl (dua puluh satu) harl setefah tanggal surst W. Dalam Kal Saudara lelah mdunasi Tunggakan tersebul
dlBCas, diminta agar segera metaporkao kepada Dinas Pandapalan,Keuangan dan Asset daerah Kabupaton Samosir.

TahunPangumran,
Kepala Dinas Pendapalan, Keuangan

dan Asset Daerah

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM MNGKA
WAKTO 2> (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH
TANGQAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH
BATA$ WAKTU ITU TlNOAICAN PENAGIrtAN
AKAN DJLANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN
SURAT PAKSA NIP.
)'Corel yang (idak pcrlu

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 14 November 2013 BUPATI SAMOSIR,

CAP/DTO

MANGINOAR SIMBOLON
SEKRETARIS DAERAH.

cap/dto

lr. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI F NOMOR 284
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